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ROMA 12:12 

“Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam  

kesesakan, dan bertekunlah dalam doa” 

ROMA 5:3-5 

“Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam 

kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu 

menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan 

tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan 

mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati 

kita oleh Roh Kudus yang telah dikarunikan kepada kita” 

MATIUS 6:33 

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, 

 maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” 

Marcus Aurelius 

“Kebahagian dari hidupmu tergantung dari kualitas pikiranmu” 

Zefora 

“Memberi dengan keiklasan dari dalam diri tanpa pamrih, 

akan membawa kelimpahan yang lebih” 
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INTISARI 

Peneliti mengkaji tentang strategi pemerintah desa dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah desa 

adalah sebagai pelaksana pembangunan, sebagai tujunnya yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kehidupan bangsa, dan 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan desa dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan non 

fisik. Kalurahan Triwidadi menerapkan pembangunan khususnya dibidang 

infrastruktur jalan, Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan 

insfrastruktur jalan di Kalurahn Triwidadi diantaranya jalan Kalurahan yang belum 

memadai terutama akses ke dusun-dusun, status jalan yang masih tanah milik 

pribadi, dan anggaran yang terbatas dari dana desa secara khusus untuk bidang 

pembangunan infrastruktur jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

menggunakan studi strategi pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur 

jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dengan pengumpulan data yaitu melakukan observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data. Adapun subjek penelitian ini 

berjumlah 11 orang informan.  

Hasil dari penelitian menghasilkan temuan bahwa Strategi Pemerintah Desa 

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa Yogyakarta, menghasilkan 1) 

Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pengerjaan jalan sudah sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah desa dan dilakukan dengan baik di 

karenakan dalam penetuan lokasi lingkungan pembangunan jalan mengutamakan 

lokasi yang urgen dan perlu diperbaiki melalui musrembang, adanya survei yang 

dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan jalan dari kalurahan untuk jalan yang 

di bagun serta waktu pengerjaan pembangunan jalan di kerjakan oleh masyarakat 

dengan berpedoman pada perencanaan yang sudah ditetapkan. 2) Tindakan 

pemerintah desa dalam pembangunan infrasturkutur jalan yaitu pemerintah desa 

sudah berupaya dalam melayani dan melindungi masyarakat, tetapi masih ada 

diskriminasi dari pemerintah desa bawah terhadap padukkuhan-padukuhan tertentu 

dalam pembangunan infrastruktur jalan. 3) Sumber daya dalam pembangunan 

infrastruktur jalan yaitu dari SDM adalah masyarakat Triwidadi sendiri sebagi 

pengerja jalan, sumber daya material dan alat yang sebagaimana matrial sudah 

termasuk dalam perencaan dan anggaran dan alat diswadayakan oleh masyarakat. 

 

Kata kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan, Infrastruktur Jalan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 

ayat 1 mengatakan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara 

masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak 

dalam wilayahnya berperan melaksanakan tanggujawab mengurus, mengatur 

masyarakat dalam desa sebagai tujuan kemerdekaan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu harus 

dilindungi dan diberdayakan hendaknya membentuk demokratis, maju dan 

mandiri sehingga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan 

pemerintahan mengarah pada keadilan, makmur dan kesejahteran masyarakat. 

Pemerintah bukanlah dibentuk untuk menggunakan kekuasaannya bagi 

kepentingan pribadi namun kehadirannya untuk melayani publik dimana dalam 

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

yang pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. 

Pemerintah desa diperlukan dapat memiliki pemerintahan desa yang tangguh 

dan otonom dalam tujuan mewujudkan terciptanya kesejahteraan yang terus 



 

2 
 

meningkat dalam masyarakat serta tercapainya taraf hidup masyarakat yang 

layak.  

Sesuai Pasal 79 Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa bertugas untuk 

melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang sesuai dengan 

kewenangannya: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 

waktu enam tahun  

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa yang adalah pemaparan berasal dari RPJM 

Desa untuk jangka waktu satu tahun. 

Visi dan tujuan kepala desa terpilih diuraikan dalam RPJM Desa, sebuah 

dokumen perencanaan berisi kebijakan pembangunan desa dimasukkan ke 

dalam dokumen tersebut untuk melaksanakan arahan kepala desa. Menurut 

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, 

arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan seperti 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

bahwasanya terdapat empat kewenangan desa salah satu di antaranya adalah 

Pelaksanaan Pembangunan Desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan standar hidup adalah tujuan dari pembangunan desa. Hal ini dapat dicapai 

dengan meningkatkan daya saing desa melalui berbagai upaya, seperti 
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pembenahan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan jalan atau batu 

loncatan yang mendukung pekerjaan masyarakat, potensi desa menjadi dasar 

pembangunan ekonomi lokal, dan lingkungan serta sumber daya alam 

digunakan secara berkelanjutan. Salah satu elemen kuncinya adalah 

pembangunan infrastruktur jalan, yang melibatkan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai 

rencana dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur jalan 

menjadi harapan semua orang untuk dapat menikmati jalan yang aman dan 

nyaman oleh sebab itu masyarakat pastinya memerlukan sarana dan prasaranan 

infrastruktur jalan untuk mendukung dalam keberlangsungan kehidupan sehari-

hari (Arini dkk, 2021)  

Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat penting 

sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat dalam mengakses jalan baik 

antarwilayah, dengan harapan dapat meningkatkan tenaga kerja serta 

infrastruktur jalan yang baik juga dapat memudahkan akses untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau sumber daya. Pembangunan infrastruktur jalan juga 

berkontribusi pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, 

memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan dan 

fasilitas yang sama dengan masyarakat di daerah perkotaan. Ini dapat membantu 

dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antarwilayah. 

(Siprianus, 2022). 

Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang 

menerapkan pembangunan khususnya dibidang infrastrkut jalan, secara 
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topografi Kalurahan Triwidadi sebagian wilayahnya perbukitan termasuk akses 

jalan. Sebelumnya jalan di Triwidadi jalan tanah yang ketika hujan jalan 

berlumpur dan licin hingga berdampak bagi masyarakat yang bekendaraan roda 

dua maupun roda empat, dengan kondisi tersebut pemerintah desa Triwidadi 

berinisiatif melakukan penambahan berupa batu krikil untuk menimalisir jalan 

tanah yang berlumpur dan licin. Pada tahun 2016 pembangunan infrastruktur 

jalan di Triwidadi pertamakali dilakukan yaitu cor blok dua ruas jalan, untuk 

membawa matrial semen di jalan perbukitan pada masa itu menggunakan rel 

dari bambu karena keterbatasan alat, pada tahun 2018-2019. Pembangunan 

infrastruktur jalan terus diupayakan oleh pemerintah desa Triwidadi sampai saat 

ini masih dalam proses pemerataan pembangunan jalan menjadi cor blok full 

(Irwan, 2024, bidang pembangunan) 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara awal 

dengan pemerintah desa dan masyarakat peneliti menemukan bahwa Kalurahan 

Triwidadi memiliki permasalahan jalan yang belum memadai yaitu jalan dalam 

pedukuhan-pedukuhan, kemudian permasalahan yang di hadapai pemerintah 

desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Triwidadi yaitu status jalan 

tanah milik pribadi sehingga membuat pembangunan jalan terhambat, dan 

masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan juga yaitu anggaran yang 

terbatas dari dana desa secara khusus untuk bidang pembangunan infrastruktur 

jalan karena menyesuaikan regulasi kegunaan dana desa. Kemudian 

berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti menemukan bahwa sumber daya 

yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu sumber daya 
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manusia (SDM) yaitu masyarakat Kalurahan Triwidadi ikut terlibat dalam 

pembangunan insfrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong dan 

sumber daya matrial dan alat yaitu untuk material semen, pasir, dan batu split, 

dan untuk alat yang diperlukan berupa gerobak angkong, ember, sekop, reskam, 

dan talang seng, excavator molen cor dan peralatan tukang. Pembangunan  

infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi berfokus pada corblok full. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka hal ini yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pemerintah Desa 

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan” Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kajian penelitian ini dilihat dengan presfektif  5 G dimana dalam 

penelitian ini persfektif yang digunakan yaitu Governing, karena peneliti ingin 

melihat dan selanjutnya menggambarkan perbuatan pemerintah desa melalui 

strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur 

Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul?  

C. Fokus Penelitian 

1. Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan 

infrastruktur jalan 
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2. Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan 

3. Sumber daya dalam pembanguanan infrastruktur jalan 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan 

diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

Untuk menggambarkan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan ilmu pengatahuan bagi 

peneliti tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

refrensi jalannya roda pemerintah desa. 

3. Hasil penelitian ini dapat berdampak baik terhadap masyarakat agar 

memahami proses pembangunan sebagai sarana dan prasarana Infrastruktur 

Jalan untuk keberlagsungan hidup masyarakat desa. 

F. Literatur Review 

Penulisan penelitian ini peneliti kaitkan dengan beberapa karya ilmiah 

terdahulu terkait dengan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan 

infrastruktur jalan 

Di dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6 Nomor 

4 Tahun 2022, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam 

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung 

Kabupaten Bekasi. Ditulis oleh Putri Esther Haloho, Hanny Purnamasari, 

dan Lina Aryani, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat seperti 

apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kertamukti dalam 

pembanguan infrastruktur, dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pengumpulkan data melalui observasi dan 

wawancara, permasalahan dalam penelitian ini ketika pembuatan kebijakan 

masyarakat kurang berpartisipasi, adanya kesulitan ekonomi dan semangat 

didalam masyarakat, kekurangan dana pembangunan, dan keterbatasan 

prangkat desa kurangnya pengalaman dalam penerapan pembangunan 

infrastruktur, hasil dari penelitian ini menunjukan, yaitu 1) tujuan dan 

sasaran, pemerintah desa Kertamuki sudah melakukan pembaguanan 

infrastruktur sesuai kebutuhan di masyarakat, diantaranya PAMSIMAS dan 

perbaiki jalan dusun, serta jalan gang, 2) lingkungan, masyarakat setempat 

masih kurang dalam kerjasama gotong royong pembangunan, 3) 

kemampuan internal, adanya usaha prangkat desa untuk mengembangkan 

wawasan agar dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur dari 

kurangnya pengalaman, 4) pembuatan strategi, aparatur pemerintah desa 

selalu melibatkan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk ikut serta 
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membantu pembangunan,  5) Komunikasi, aparatur pemerintah desa 

membangun komunikasi  melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, 

musrembang desa (musywarah rencana Pembangunan desa). 

Di dalam Jurnal Governance Opinion, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023, 

yang berjudul Strategi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Di Desa  Hilimbowo Kecamatan Ulugawo Kabupaten 

Nias. Di tulis oleh Hadisman Gea, Rehmuli Karo Kora, dan Wati Darma 

Agung, penelitian ini bertujuan mengamati pola upaya pemerintah desa 

dalam meningkatkan pembangunan prasarana jalan yang berkulitas untuk 

kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan, sedangkan permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah kerusakan jalan Desa Hilimbowo 

mulai dari ruas-ruas jalan berlubang dikategorikan jalan yang tidak aman 

dan nyaman, bahkan hancur badan jalan akibat muatan trasportasi yang 

berlebihan, serta kualitas bahan jalan itu sendiri kurang bermutu, disertai 

unsur tanah belum memadai akibat musim hujan membuat kulitas jalan 

rendah sehingga banyak korban kecelakaan sering dijumpai. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulkan data 

melalui wawancara informan dan teknik penentu narasumber adalah 

menggunakan purposive sampling,  hasil dari penelitian ini adalah 

pemerintahan desa  melakukan peningkataan pembangunan infarastruktur 

jalan di desa Hilimbowo yaitu memulai dari memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat, transparansi pemerintah desa berkaitan intensi dari 

pembangunan, kepala desa mengambarkan rancangan pemerintah kepada 
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prangkat desa bagaimana langkah-langkah pembangunan, pemerintahan 

desa memberikan masukan dan dukungan pada masyarakat untuk ikut serta 

dalam tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 

pembangunan jalan, juga menunjuk masyarakat yang aktif agar megajak 

masyarakat lain untuk berpartisipasi menyumbang tenaga, waktu dan 

fikirannya.  

2. Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan 

Di dalam Jurnal Sektor Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Volume 1 

Nomor 1 Tahun 2024, dengan judul Strategi Pemerintah Desa Mendukung 

Pembangunan Jalan Di Desa Ogalali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten 

Tolitoli. Ditulis oleh Nihla, Nursam, Abd. Kahar, dan Arfan, penelitian ini 

bertujuan untuk melihat seperti apa pemerintah desa membantu 

pembangunan infrastruktur jalan di desa Ogolali, dengan permasalahan 

yang ada yaitu terjadi jalan cacat yang belum di perbaiki dan memerlukan 

saluran mengalirkan air agar tidak terjadi penyumbatan, perencanaan 

pembangunan yang masih dalam keadaan tidak terpenuhi sampai saat ini, 

disebabkan kendala dana tidak cukup, juga partisipasi masyarakat masih 

rendah, dalam musrembang pembangunan jalan dan perbaikan jalan rusak 

masih kurang serta warga yang tidak mengizinkan penggunaan lahannya 

untuk di bangun jalan, jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan memilih informan purposive dan mengumpulkan jenis data primer 

melalui observasi dan wawancara dan data sekunder berasal dari buku dan 

jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga tahapan pendekatan 
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strategi yang dilangsungkan oleh pemerintah desa dalam mendukung 

pembangunan jalan Desa Ogalali yaitu di ambil dari teori (Syadat, F. A.,& 

Izzati, 2023). 1) Strategi organisai yang di terapkan adalah perencanaan 

yang ingin dicapai dalam pembangunan menggunakan proposal 

perencanaan yang sudah di rumuskan, tetapi perencanaan pembangunan 

jalan krusial menerima dukungan semua pihak agar pembangunan lekas di 

kerjakan. 2) Strategi program adalah taktik yang dilakukan pemerintah desa 

untuk mengurus sangketa tanah warga yang menjadi halangan dalam 

melakukan pembangunan jalan juga anggaran yang belum di cairkan. 3) 

Strategi pendukung sumber daya adalah pendekatan pemerintah desa akan 

kecakapan, kemauan, ekspansi, tata laksana pengorganisasian modal. 

Dengan strategi sumber daya ini membantu orang terampil berkemampuan 

bersaing khususnya di Desa Ogalali. 

Di dalam jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024, yang 

berjudul Strategi Pengembangan Organisai Untuk Meningkatkan Efektifitas 

Kinerja Pegawai. Ditulis oleh Muthia Zahra, Angelin Sarawati, M Prayoga, 

M Ramadhan, Euis Salbiah, dan Cecep Wahyudin, tujuan dalam penelitan 

ini adalah agar mengetahui strategi  pengembangan organisasi untuk 

meningkatkan efektivitas kinerja pegawai melalui tata kelola pemerintahan, 

Dalam peneltian ini menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif, data 

dihasilkan dari teknik observasi, wawancara, dokumntasi, dan studi pustaka, 

masalah dalam penelitian ini adalah keterbatasan keahlian beradaptasi dapat 

menghalangi pertumbuhan dan efektivitas dalam mencapai tujuan, hasil 
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dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teori strategi dari Geoff 

Mulgan yang dikaitakan dalam penelitiannya, yaitu 1) Tujuan, dimana 

strategi tujuan yang dilakukan oleh Kecamatan Citeureup menyesuaikan 

diri dengan peraturan-peraturan perundang-undang yang berlaku, 2) 

lingkungan, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para kinerja 

pegawai seperti lembaga membuat pengelolaan tata ruang secara rutin serta 

pengawasan pembangunan sarana-prasarana, memberikan conton 

kepedulian terhadap lingkungan fisik, 3). Pengarahan, yaitu kecamatan  

citeureup membrikan motivasi pada karyawan agar terciptanya inisiatif 

pegawai untuk bekerja lebih  baik dan menyumbangkan tenaganya sungguh-

sungguh agar mencapai tujuan organisasi, 4) Tindakan, dimana Kecamatan 

citeureup mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan dengan 

evaluasi, memberikan teguruan pada pegawai yang kurang baik dalam 

pelayanan, 5) pembelajaran, mencakup manajemen waktu, kemampuan 

komunikasi, penguasaan komputer, sebagai upaya kecamatan citeureup 

memastikan pegawainya memiliki kemampuan yang relevan. 

3. Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan 

Di dalam Jurnal Ilmiah Ilmu sosial, Politik dan Humaniora, Volume 6 

Nomor 2 Tahun 2022, yang bejudul Strategi Pemerintah Desa Dalam 

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rancaasih Kecamatan 

Patokbeusi Kabupaten Subang. Ditulis oleh Eva Monica, Gili Argenti, dan 

Marsingga, penelitian ini bertujuan menjelajahi dan menguraikan strategi 

yang digunakan oleh pemerintah desa di Kertamukti dalam pembangunan 
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infrastruktur. metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan hasil yang di 

dapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, permasalahan dalam 

analisi ini adalah Desa Rancaasih termasuk desa pelosok sulit diakses 

bahkan tidak perna dilintasi kendaraan umun luar karena ketertinggal 

pembangunan infrastruktur diantaranya jalan desa, lapangan bola, program 

pemasokan air minum steril basis masyarakat, renovasi puskesmas, 

posyandu, renovasi aula desa, gedung serba guna, dan renovasi kantor desa, 

faktor dari terlambatnya pembangunan infrastruktur Desa Rancaasih 

disebabkan pandemi ditambah lagi kurangnya partisipasi gotong royong 

ataupun budaya gotong royong yang tidak dibiasakan serta rendahnya 

keaktifan warga desa setempat untuk membangun, hasil dalam penelitian ini 

menunjukan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancaasih untuk 

mempercepat pembangunan, pertama mereka mengutamakan anggran 

untuk infrastruktur dengan sistem lobby kepada dewan mempeoleh dana 

pembangunan, kedua lingkungan yaitu perbaikan jalan menggunkan cara 

hodmix agar hasil maksimal, ketiga kemampuan internal dari pemerintah 

desa yang menampung semua aspirasi masyarakat untuk di sampaikan 

kepada dewan dan pemerintah pusat, juga mengadakan rapat mingguan 

semua tokoh masyrakat,  keempat penyusunan RPJMDes selalu melibatkan 

BPD, LPM, melaksanakan musrembang desa dan kecamatan untuk 

mempercepat pembangunan, dan yang terakhir komunikasi yang terus 

dieratkan. 
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Di dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora (J-PSH), 

Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021, yang berjudul Peranan Pemerintah Desa 

Dalam Pembangunan Infrastruktur. Di tulis oleh Yoga Hariyanto, Shulis, 

dan Figur Adhiyakam, tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

perkemabangan infrastruktur di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap 

kabupaten Kubu Rayu dengan menerangkan proyek-proyek yang akan 

dijalankan oleh pemerintah desa dan pengaruhnya atas masyarakat, 

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan 

teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

permasalahan temuan ini adalah hadirnya covid-19 yang mengakibatkan 

anggaran proyek pembangunan infrastruktur desa diahlikan ke masa 

pandemi untuk membantu masyarakat yang terpapar akibat pandemi, 

dampaknya membuat pembangunan infrastruktur yang dalam proses 

terhambat, adanya keterbatas sumber daya yang dampaknya pada proyek 

hasil kurang optimal, keberlajutan proyek pemeliharaannya, dan partisipasi 

masyarakat minim juga menjadi masalah, serta mengimbangi masukan 

masyarakat tentang kebutuhan yang mendesak, hasil dalam penelitian ini 

adalah pemerintah desa Kalimas mencapai keberhasilan proyek 

pembangunan infrastruktur yaitu; pembangunan jalan, jembatan, fasilitas 

pemadam kebakaran, pos keamanan masyarakat (poskamling), dan layanan 

ambulan, juga pemerintah desa berupaya aktif menerapkan kunjungan ke 

dusun-dusun untuk melakukan komunikasi secara langsung agar 

mengetahui pendapat masyarakat dan memastikan apakah proyek sejalan 
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dengan kebutuhan warga, namun di balik keberhasilan dalam proses 

pembangunan sempat tertunda karena pandemi menyebabkan krisis, setelah 

masa pandemi berakhir pemerintah tetap fokus melanjutkan pembangunan 

infastruktur sesuai dengan RPJMDes. 

G. Kerangka Konseptual 

1. Pemerintah Desa 

Desa adalah masyarakat kesatuan hukum yang memiliki hak dalam 

wilayahnya berkuasa untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahannya 

sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berlandasakan norma dan adat 

istiadat serta mengakui dan menghormati peraturan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, Pasal 1. 

Desa bukan hanya sekedar menjadi wadah tempat untuk tinggal atau status 

kedudukan melainkan didalamnya ada persatuan komunitas hukum yang 

mempunyai kekuasaan dalam membenahi dan memperjuangankan 

pemerintahan dan keperluan masyarakat yang dimaksud sebagai otonomi desa.  

 Menurut (Kasmira, 2020 n.d.) menegaskan “Pemerintah adalah kumpulan 

orang yang memegang esensial dalam negara yang mempunyai pengaruh 

melaksanakan tanggungjawabnya dan mempunyai kuasa yang absah menjaga 

serta meningkatkan nilai hidup masyarakat melalui perbuatan dan menjalankan 

beragam keputusan”. pemerintah yang berkuasa yang dimaksud yaitu untuk 



 

15 
 

memajukan, mensejahterakan, berlaku adil dan berpihak pada masyarakat 

sebagaimana wujud dari pemerintah itu sendiri.  

Masyarakat berhak merasakan manfaat dari kewenangan pemerintah 

karena otoritas pemerintah tidak digunakan untuk melayani dirinya sendiri. 

Pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan 

merupakan beberapa fungsi dari pemerintah, sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan.  

Pemerintah desa adalah organisasi mempunyai kewajiban yang amat 

mendasar dalam upaya melakukan pembangunan masyarakat, paling utama 

pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk acuan 

kemajemukan kultur negara ini. berdasarkan pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa adalah  Pemerintah 

Desa terdiri dari seorang pemimpin yang disebut Kepala Desa sebagai 

pemimpin paling atas pemerintahan desa, dan dibantu oleh prangkat desa yang 

bertugas sebagi bagian dari pemerintahan desa secara administrasi, desa tidak 

hanya terdiri dari kepala desa dan prangkat lainnya, melaikan juga hadir 

didalamnya yaitu bagian anggota yang dinamakan BPD badan 

permusyawaratan desa.  

Adapun menurut Makarno (2017), menegaskan “pemerintah desa 

merupakan ikon formal legal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah 

desa berjalan didalam pimpinan seorang kepala desa bersama-sama dengan 

prangkat desa, yang sebagai prantara masyarakat berfungsi untuk hubungan 
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diluar ataupun didalam masyarakat yang berkepentingan”. Interpretasi atas 

pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa mempunyai kewajiban 

untuk mengurus kepentingan masyarakat setimbal dengan keadaan.  

Dalam pengertian lebih luasnya lagi munurut Umar (2016), “pemerintah 

desa memiliki tanggungjawab utama dalam melaksanakan pemerintahan desa, 

yaitu 1) menjalankan urusan rumah tangga desa urusan pemerintahan umum, 

membagun dan memberdayakan masayarakat. 2) melaksanakan tugas bantuan 

yang bersumber dari pemerintah pusat”. 

Pemerintah Desa adalah bagian dari sistem yang menjalankan 

pemerintahan desa, maka dari itu desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur 

dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai biro lembaga 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat diinginkan bisa 

melaksanakan roda pemerintah desa dengan benar-benar dan mampu 

membaruhi derajat hidup orang banyak ke arah yang lebih makmur, setara, adil, 

dan damai. Menjalankan pemerintahan desa tidak jauh dari penyelenggaraan 

otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan biro terdepan dalam 

pelayanan kepada masyarakat menjadi tunggul strategis bagi keberhasilan 

semua program. Oleh sebeb itu upaya mengoptimalkan desa merupakan 

langkah mempercepat terbentuknya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan 

otonomi wilayah.  

Berikut adalah Peran Pemerintah Desa sebagai Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa: 

Peran Pemerintah Desa : 
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1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa 

 Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa bahwasannya pemerintah desa memiliki peran atau tanggujawab untuk 

penyelanggaran pemerintahan desa mengurus desa dengan melaksanakan 

pembangunan di desa adalah bentuk dari peran pemerintah desa untuk 

menyediakan sarana prasarana dalam desa, melalu pembangunan yang 

dimaksud yaitu seperti pembangunan jalan, pembangunan posyandu, 

pembangunan drainase, dan lain-lain untuk kepentingan publik. Pemerintah 

desa juga berperan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang 

sebagaimana dimaksud adalah meningkatkan kinerja seperti RT, RW, Karang 

taruna, dan PKK. Pembinaan ini bisa berupa pelatihan atau khursus, melakukan 

rapat koordinasi kesempatan pemerintah desa atau kepala desa untuk 

memberikan masukan dan dukungan maupun nasehat. Dan pemerintah desa 

berperan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, yang dimaksud 

pemerintah desa membantu masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya 

seperti UMKM maupu agrowisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

desa. Maka peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat untuk 

kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga tentunya dalam mejalankan 

tugasnya berprilaku akuntabelitas maupun transparan terhadap masyarakat 
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serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat sudah menjadi tanggungjawab 

pemerintah sebagai wujud good governance. 

 

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan 

 Pengertian Pembangunan adalah suatu mekanisme yang didalamnya ada 

usaha untuk membuat perkembangan melalui transformasi yang telah 

direncanakan untuk memperoleh kemajuan dalam suatu negara Hayati 

(2022:04).  

Dalam penyelenggaraan pembangunan dibutuhkan upaya dalam 

prosesnya, upaya yang dimaksud adalah tindakan nyata dalam bidang 

pembangunan fisik, pembangunan non fisik, pembangunan ekonomi, maupun 

pembangunan sosial menuju perubahan dan perkembangan dalam daerah. 

 Menurut Rosfa (2017) “Menekankan bahwa pembangunan merupakan 

reaksi multidimensi, yang dimaksud pembangunan sering melibatkan struktur 

sosial, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan sektor ekonomi, pemerataan 

pendapatan, dan finalisasi problem kemiskinan”. Artinya pembangunan sangat 

berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia karena pembangunan 

mempengaruhi semua aspek penting dalam kehidupan. 

 Salah satu dari empat kewenangan desa yang ditetapkan oleh Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pembangunan desa. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat desa merupakan tujuan dari pembangunan di desa. Dalam pengertian 

yang lebih luas, “Pembangunan adalah pijakan atau usaha masa yang dilakukan 
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dalam perubahan pembangunan, manfaatnya untuk mengubah kondisi daerah 

setempat”, Mardikanto dan Soebianto (2017). 

 Dengan tercapainya pembangunan yang bernilai maka ada kesejahteraan 

atau kualitas hidup yang layak dalam masyarakat dan penyelenggaranya 

dilakukan oleh birokrasi atau kelompok-kelompok yang berwewenang untuk 

melaksanakan pembangunan tersebut. 

 Menurut Kuncoro (2019: 114) menegaskan, pembangunan desa 

bahwasannya merupakan inisiatif dari masyarakat dan pemerintah baik dengan 

memanfaatkan sumber daya yang berasal dari desa, bantuan pemerintah maupun 

oragnisasi-organisasi untuk membuat perubahan kearah yang baik. 

  Pembangunan Desa diperoleh sudut pokok yang menjadi objek 

pembangunan baik pembangunan pada masyarakat maupun pembangunan aspek 

fisik, yaitu pembangunan dalam masyarakat yang dimaksud pemberdayaan dan 

di dalam desa itu sendiri salah satunya pembangunan jalan desa.  

 Pembangunan Desa menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 bahwa 

“pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kulitas hidup sebagaimana 

kehidupan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa”. Juga dalam 

PERMENDAGRI pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa “Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa terdapat didalmnya visi dan misi Kepala Desa, 

kebijakan pembangunan desa, serta kegiatannya meliputi bidang pelaksanaan 

pemerintah desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari keempat bagian 
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bidang tersebut, pemerintah desa memiliki tugas untuk menjalankan sesuai 

peraturan yang berlaku, secara khusus dalam bidang pelaksanaan pembangunan 

desa yang dimana sudah tercantum sebagai berikut:  

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:  

a. Pembangunan lingkungan; 

1. Tambatan perahu 

2. Jalan permukiman 

3. Jalan desa antar pemukiman ke daerah pertanian 

4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

5. Lingkungan permukiman masyarakat desa  

6. Dan infrastruktur desa lainnya menyesuaikan kondisi desa 

b. Pembangunan prasarana kesehatan; 

1. Air bersih berskla desa 

2. Higiensi lingkungan 

3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu 

c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; 

1. Taman baca masyarakat 

2. Pendidikan anak usia dini 

3. Balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat 

4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni. 

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan sarana dan 

prasarana ekonomi; 

1. Pasar desa 
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2. Pembentukan dan pembangunan badan usaha milik desa 

3. Penguatan pemodalan badan usaha milik desa 

4. Pembibitan tanaman pangan 

5. Pengilingan padi 

6. Lumbung desa 

7. Pembukaan lahan pertanian. 

Pengertian Infrastruktur adalah suatu prasarana pokok biasanya diberikan 

untuk mendukung semua kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Infrastruktur segala jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

membatu mempermuda kegiatan atau aktivitasnya secara umum (Hayati 

2022:05). 

Infrastruktur menjadi kebutuhan utama dalam sarana prasarana, lebih 

tepatnya infrastruktur merujuk pada fasilitas umum fisik yang dimaksud seperti 

jalan raya, jembatan, sekolah, pelabuhan, rumah sakit, dan sebagainya untuk 

mendukung kegiatan masyarakat.  

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama 

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur bahwa 

“terdapat jenis infrastruktur ekonomi dan sosial yang termasuk diantaranya yaitu 

infrastruktur jalan”. Jelas bahwasannya infrastruktur jalan mempengaruhi 

ekonomi suatu negara maupun desa karena infrastruktur khusunnya dibidang 

jalan menjadi aset publik yang bermanfaat untuk merangsang kegiatan 

perekonomian.  
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Menurut Gibbons (2017), menegaskan infrastruktur fisik, khususnya 

infrastruktur transportasi, memberikan sumbangan baik pada pembangunan 

ekonomi melalui investasi, lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja untuk 

aktivitas orang, barang, dan jasa dalam masyarakat. Suratno dalam Sumadiasa 

(2016:58) menyatakan bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh 

pemerintah diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

ketimpangan pembangunan.  

Infrastruktur yang tidak layak digunakan harus diperbaruhi dan 

dikembangkan karena bentuk dari tugas dan tanggunjawab pemerintah, juga 

dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas umum 

yang sudah dibangun untuk membantu dan melancarkan kegiatan masyarakat.  

Menurut Ronaldy Lovina (2023), Pembangunan jalan berguna untuk 

penompang bagi penyediaan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan 

energi, persampahan, dan juga penyediaan jalur tanaman hijau pada umumnya 

yang ada pada pinggir atau pertengahan jalan yang di sepanjang area jalan.  

Selain jalan yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat 

pembangunan jalan juga dapat menjadi tempat untuk fasilitas lainnya sepeti yang  

dijelaskan oleh Ronaldy yang dimaksud adalah tempat berdirinya tiang listrik 

seperti PLN yang membutuhkan penghubungan jalan dari pusat sampai ke 

daerah dan desa, tempat untuk berdirinya tawor jaringan dan kabel penghubung 

yang ada di atas menelusuri jalan, dan adanya tanama sebagai pengamanan 
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pembatas antar jalur kiri dan jalur kanan agar para pengemudi tidak keluar jalur  

jalan menimalisir terjaidnya kecelakaan.  

Pengertian jalan didefinisikan sebagai salah satu sarana prasarana 

transportasi yang sangat penting bagi pertumbuhan bangsa dan negara, untuk 

memajukan persatuan dan persatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi 

masyarakat, serta untuk pluralitas kesejahteraan umum, terdapat dalam Undang-

Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.  

Menurut Siprianus (2022), Di Indonesia pembangunan infrastruktur jalan 

menjadi sangat penting sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat dalam 

mengakses jalan baik antar wilayah, dengan harapan dapat meningkatkan tenaga 

kerja serta infrastruktur jalan yang baik juga dapat memudahkan akses untuk 

memenuhi kebutuhan hidup atau sumber daya. 

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia berkontribusi 

pada masyarakat daerah terpencil untuk mengakses layanan dan fasilitas yang 

sama dengan masyarakat didaerah perkotaan, ini juga dapat membantu dalam 

mengurangi ketidasetaraan antar wilayah.  

Menurut Miko (2019), “menegaskan pembangunan penting bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, Pembangunan infrastruktur adalah bagian 

penting dari pembangunan nasional yang mengarah pada kebutuhan masyarakat 

dan meningkatkan perekonomian negara”. 

Infrastruktur jalan menjadi bagian terpenting dalam proses ini karena dapat 

memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya dapat 



 

24 
 

meningkatkan pelayanan dan penyerapan tenaga kerja, serta mendukung 

investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Leali Aizah (2018) menegaskan infrastruktur merupakan semua 

struktur ataupun fasilitas penting, fisik maupun sosial, contohnya bagunan, 

suplai air, jalan, dan lainnya yang berguna untuk oprasional kegiatan masyarakat.  

Dalam pelaksanaan jalan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang 

Jalan, yaitu: peraturan jalan, pimbinaan dalam pembangunan jalan maupun 

pengawasannya dalam proses pembagungan jalan, penyelenggaraan jalan di 

Indonesia mestinya sesuai pilar kegunaan, keterbukaan, keadilan, tanggung 

jawab. Tujuannya agar mendapatkan capaian dalam peradilan pembangunan 

jalan yang didalamnya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.  

Menurut Walid (2016), mengatakan jalan yang layak, aman sudah 

seharusnya dijaga melalui pemeliharaan, perawatan jalan secara terus-menerus, 

sebab jalan memiliki fungsi yang amat diperlukan dalam mendorong 

perkembangan dan kemajuan dalam daerah. 

Seperti yang sudah dijelaskan  diatas maka, pembangunan infrastruktur 

jalan sangat penting bagi kehidupan orang banyak karena jalan menjadi tolak 

ukur yang sudah melekat dalam masyarakat untuk bertahan hidup, melalui 

fasilitas infrastruktur jalan merupakan tombak utama untuk mencari nafkah 

kebutuhan hidup para petani, buruh, dan karyawan tetap yang bekerja melewati 

jalan darat untuk sampai ketempat kerja sebagaimana upaya memenuhi 

kebutuhan dalam keluarga maupun untuk meningkatkan ekonomi. Maka dari itu 
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pembangunan infrastruktur jalan harus terus dilakukan baik melalui pembenahan 

jalan mau pemeliharaan jalan. 

3. Strategi   

 Pengertian strategi adalah rancangan yang disusun, bersamaan dan selaras 

yang berkaitan dengan mutu strategi organisai terhadap tantangan lingkungan, 

telah dirancang untuk menyakinkan bahwa tujuan utama organisasi tercapai 

melalui implementasi yang tepat. (Lawrence & Glueek, 2019). 

 Demikian organisasi dalam Pemerintah yang dimana untuk peyelesaikan 

sebuah masalah, membutuhkan strategi yang didapatkan melalui keselaarasan 

dalam menentukan langkah-langkahnya salah satunya dengan melihat keadaan 

lingkungan, faktor yang menjadi penghambat jalannya strategi sehingga dapat di 

atasi terlebih dahulu agar strategi yang sudah di tentukan  dapat berjalan lancar 

dan efektif. 

  Menurut Marpaung (2022) menegaskan “strategi adalah tali panjang 

dalam menggapai target”. Munurut Rangkuti D.F (2020) “strategi merupakan 

perkakas untuk memperoleh tujuan akhir dalam perkembangannya, dan ide 

menyatuhkan strategi agar terus berkembang”. Menurut Effendi dkk (2022), 

Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk menggapai tujuan tertentu. 

Dapat diartikan  strategi adalah  tatana sebagai alat untuk mencapai kebutuhan 

yang diinginkan, semakin strategi terus dilakukan dalam jangka panjang maka 

semakin mempercepat untuk sampai ke tujuan dan akan terus selalu 

berkembang, seperti dalam hal pembangunan yang dilaksankan oleh sebuah 
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pemerintah tentunya pembangunan dapat selesai karena adanya upaya yang pasti 

bahwa sebelum membangun pemerintah tersebut menyusun cara-cara sebagai 

strategi untuk menentukan apa yang diperlukan  keberhasilan dalam 

pembangunan.  

 Menurut pendapat, Hutapea dkk, ( 2017) menegaskan “strategi adalah 

jawaban secara berulang kali ataupun ductile terhadap prospek dan acaman 

ekstern berserta kemampuan dan kelemahan internal yang menjadikan 

kosekuensi perkembagan organisasi. 

 Dengan kata lain strategi bukan sekedar rencana statis, melainkan proses 

dinamis yang terus disesuaikan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. 

Organisasi yang efektif akan secara terus-menerus menganalisis lingkungannya 

dan menyesuaikan strateginya untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi 

tantangan yang dihadapi. 

 Demikian arti luas strategi menurut Salusu dalam Putri Ester dkk (2022), 

“Strategi dalam pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses atau sebuah 

perjalanan yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan tindakan yang 

diambil untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

pemerintah dapat dipengaruhi oleh yaitu: 1) lingkungan, tanpa mengabaikan 

hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri, lingkungan telah 

dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi operasinya. Karakteristik 

lingkungan terdiri dari dua elemen pertama adalah lingkungan eksternal, yang 
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merupakan lingkungan di luar tembok organisasi dan memiliki dampak yang 

signifikan terhadapnya, terutama dalam hal organisasi dan proses pengambilan 

keputusan. Kedua adalah lingkungan internal, atau lingkungan yang ada di dalam 

organisasi. 2) kemampuan internal, yaitu kapasitas untuk memeriksa suatu 

masalah yang muncul, biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin dan terkait 

dengan pengembangan misi, tujuan, dan nilai-nilai. 3) pembuat strategi, yaitu 

peranan pemimpim karena pada akhirnya yang dapat menentukan tujuan jangka 

pendek, menengah, dan panjang organisai adalah para pemimpin yang 

memainkan peran penting dalamnya, tanpa pembuat strategi yang benar dan 

tepat maka suatu stratgi tidak akan berjalan lancar.  4) untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, komunikasi sangat penting bagi keberadaan manusia. 

komunikasi yang buruk dapat membuat terhambatnya penyelesaian dalan 

masalah.  

 Strategi tentunya dibuat oleh seorang pemimpin yang memiliki 

kemampuan maupun sekelompok orang yang memiliki wewenang atau sesuai 

kebutuhan untuk menyelesaain sebuah masalah dan tanpa strategi sulit untuk 

sampai ketujuan yang diinginkan, hadirnya strategi berasal dari masalah yang 

ada sebagai upaya untuk menyelesaikan malasah itu sendiri, seperti masalah 

pembangunan jalan yang terhambat karena dipengaruhi oleh lingkungan, sumber 

daya terbatas, komunkasi dan lain lain, Maka dari itu dibutuhkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah. Menurut Geoff Mulgan dalam Muthia Zahra, dkk 

(2022), menegaskan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator yaitu: yang 

pertama Purposes (Tujuan), adalah pernyataan mengenai keadaan suatu 
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organisasi berjuang mencapai keinginan sebagai upaya untuk masa depan 

organisasi tersebut. Kedua Environtment (lingkungan), adalah tempat yang 

berada disekeliling dalam lingkup itu saja dan lingkungan bisa di ukur dari 

transformasi yang terjadi di kondisi sekitar. Ketiga Direction (pengarahan), 

adalah dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang atau pemimpin 

untuk mengarahkan orang menyetujui rencananya berguna untuk kepentingan 

jangka panjang. Keempat Action (tindakan), adalah sebuah perbuatan yang 

dimana menanggapi suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi. dan terakhir 

Learing (pembelajaran), adalah proses interaksi untuk mendapatkan 

pegentahuan. 

 Penegasan, strategi pemerintahan dapat digunakan sebagai alat dalam 

menyelesaikan masalah atau untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah tujuan 

organisasi atau pemerintahan sebagaimana yang dimaksud strategi pemerintah 

seperti dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang pertama pemerintah bisa 

menggunakan strategi tujuan dengan fokus ke penyelenggaraannya segala 

sesuatu yang diupayakan telah ditetapkan agar konsisten sehingga berhasil 

membuat perubahan dalam pembangunan tersebut sebagai kebutuhan 

masyarakat, kedua strategi pemerintahan dalam lingkungan yaitu penetapan 

lingkungan sebagai batasan dan waktu yang mana dimaksud lebar jalannya dan 

waktu pegerjaannya untuk mengetahui berapa lamanya proses pembangunan 

yang dibutuhkan dalam lingkungan itu serta sesuai keadaan lingkungan tersebut, 

ketiga pengarahan yang mana dimaksud pemerintah mampu mengayomi 

masyarakat dan dekat dengan masyarakat untuk mendukung kelancaran 
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pembangunan infastruktur jalan sebagai kebutuhan jangka panjang, keempat 

strategi pemerintahan malalui tindakan yang dimaksud yaitu tanggapan 

pemerintah untuk mengapai sasarannya dan seperti apa jika ada permasalahan 

dalam pembangunan infrastruktur jalan respon pemerintah untuk 

menyelasaikannya, yang terakhir pembelajaran yang dimaksud seperti, yaitu  

mencari informasi, membagun relasi yang baik dengan para tokoh yang memiliki 

wewenang serta masyarakat agar mendapatkan wawasan, dukungan dan ide baru 

untuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur jalan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian yang 

di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pengertiannya dalam 

Sugiyono (2019), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada ideologi postpositivisme yang di gunakan 

untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah dimana peneliti sebagai pelaku 

kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data 

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kulitatif lebih menekankan 

pada arti dari generalisasi.  

Metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan 

menjawab persoalan yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta dilapangan. 

Dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menggambarkan bagaimana 

perbuatan pemerintah desa melalui strategi pemerintah desa dalam 
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pembangunan infrastruktur jalan Di Kalurahan Triwidadi, dan melihat bagimana 

proses pembangunan jalan yang di kerjakan di Kalurhan Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Unit Analisis 

a. Objek Penelitian  

 Objek penelitian adalah keadaan yang mendeskripsikan atau 

menjelaskan  keadaan dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2019) objek 

penelitian adalah sasaran ilmiah yang berupa ciri, sifat, atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya objek 

penelitian merupakan target ilmiah untuk memperoleh data dan mengenal 

apa, siapa, kapan, dan dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitan adalah governing atau perbuatan 

Pemerintah Desa, yaitu mengenai strategi pemerintah desa dalam 

pembangunan infrastruktur jalan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan  Triwidadi ada 4 

orang,  Tim teknis pelaksana pembangunan jalan 2 orang, ketua LPMK 

(Lembaga Pembangunan Masyarakat Kalurahan) 1 orang, dan yang terakhir 

masyarakat Triwidadi 4 orang. 
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Tabel 1. 1 Data Informan 

No. Nama Jabatan 

1. Slamet Riyanto Lurah  

2. Anita Yulia Fatmawati Carik 

3. Mulyadi Ulu-ulu 

4. Sarwedi  Pangripta  

5. Irwan Staff Kalurahan Koordinator 

pelaksana bidang 

Pembangunan 

6. Endung Dasuki Tim teknis pelaksana 

Pembangunan Jalan  

7. Abdul Rohman Ketua LPMK (Lembaga 

Pembangunan Masyarakat 

Kalurahan) 

8. Sarjun Masyarakat 

9. Winarni  Masyarakat 

10. Anom Masyarakat  

11. Abdul  Azis Masyarakat 

Sumber : Data peneliti 2025 

c. Teknik Penentuan Informan 

 Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

pengumpulan infoman sebagai mana informan yang telah dipilih peneliti, 

dianggap dapat memberikan infromasi relevan serta spesifik terkait dengan 
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topik penelitian tentang strategi pemerintah desa dalam pembangunan 

infrastrukutur jalan di Kalurahan Triwidadi.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

  

 Observasi merupakan aktivitas pengamatan yang dilakukan secara 

langsung dilapangan yang berhubungan dengan sistem penelitian. 

Observasi adalah situasi pengamati menggunakan indera pendengaran, 

penciuman, peraba dan pengecap sebagai teknik pengumpulan data. 

Menurut Suliyanto (2018) mengatakan, agar hasil observasi dapat 

dipertanggujawabkan maka sebaiknya observasi berupaya dilakukan ke 

banyak orang sekiranya yang berhubungan, sehingga dapat dibandingkan. 

Semakin banyak hasil pengamatan yang sama diantara observasi maka 

semakin dapat dipercaya hasil observasi tersebut. 

 Dalam penelitian ini yang peneliti observasi adalah melihat 

fenomena yang terjadi di Kalurahan Triwidadi berkaitan dengan 

pembangunan infarstruktur jalan yang termasuk didalamnya yaitu peneliti 

mengamati langsung lingkungan jalan Kalurahan, melakukan pendekatan 

kepada pemerintah desa dan masyarakat dengan cara komunikasi langsung 

secara informal maupun formal. 

 Dari observasi peneliti telah memenukan bahwa Kalurahan 

Triwidadi terdiri dari 22 padukuhan yang didalamnya membutuhkan 

pembangunan jalan agar dapat menghubungkan kegiatan perpindahan 
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masyarakat dan selain itu masyarakat Triwidadi berprofesi diperternakan, 

pertanian, dan ada juga yang bekerja diluar Kalurahan Triwidadi yang 

menggunakan jalan untuk beraktivitas seperti dalam menggunakan 

transportasi darat.   

b. Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden secara lebih mendalam, Sugiyono (2016:329). Wawancara 

merupakan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan responden atau 

disebut percakapan interview yang mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini merupakan 

metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden secara 

langsung.  

 Dalam penggalian informasi peneliti telah melakukan wawancara 

dengan beberapa para narasumber di antaranya pemerintah desa dan 

masyarakat Kalurahan Triwdadi, yang dimana peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan judul penelitian yang ada, setelah mengajukan pertanyaan, informan 

bercerita dan menjelaskan secara rinci mengenai pembangunan 

infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi.  

 Wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan 

menggunakan waktu yang tidak tetap, selama jalanya proses wawancara 
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peneliti berupaya melakukan tanya jawab kepada pemerintah desa dan 

masyarakat Kalurahan Triwidadi untuk mengetahui bagaimana perbuatan 

pemerintah desa melalu strategi dalam pembangunan infrastruktur jalan di 

Kalurahan Triwidadi. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan peroleh data dan informasi dalam bantuk  

buku, arsip, gambar, tulisan, laporan, dan keterangan lain yang dapat 

mendukung penelitian, Sugiyono (2019). Dokumentasi berupa 

pengumpulan data melalui pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan 

informasi khusus pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti yang 

disertai keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan refrensi 

lainnya (KBBI 2024)  

 Dokumentasi bemanfaat untuk mendukung dalam proses 

pelaksanaan penelitian, pada tahap dokumentasi ini peneliti telah 

mengumpulkan beberapa dokumen secara langsung di Kalurahan Triwidadi 

yang berkaitan dengan objek penelitian seperti RPJMKal dan APBKal yang 

dimana domumen ini berguna untuk mendukung dalam pelaksanaan 

penelitian dan melihat bagaimana kondisi keadaan yang ada, dan 

selanjutnya peneliti juga melakukan pengumpulan dokumentasi pada saat 

proses wawancara maupun dengan informan. 

4. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data yang telah digunakan 

peneliti adalah teknik analisi deskriptif melalui penelitian kualitatif, yang 
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dimana menggunakan data bersamaan dengan informasi yang didapatkan 

secara langsung dari pertanyaan kepada narasumber, sesudah mendapatkan 

data tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori setelah itu peneliti 

mempaparkan kenyataan yang ada dilapangan.  

 Dalam pemungutan data dilakukan secara langsung di Kalurahan 

Triwidadi dengan cara menentukan informan-informan sebagai narasumber 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan data yang diperoleh lalu diolah 

dengan analisis data-data yang penting serta melihat teori yang dipakai 

berlandaskan data yang diperoleh. 

a. Reduksi Data 

 Menurut Sugiyono (2018) reduksi data merupakan data yang 

disimpulkan dan memilih hal-hal pokok yang penting berkaitan dengan topik 

penelitian serta tema dan polanya, dengan tindakan tersebut dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas, juga dapat memudahkan 

pengumpulan data. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah pada temuan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menemukan sesuatu yang 

belum perna diteliti atau tidak diketahui dan belum memiliki pola, oleh sebab 

itu inilah yang perlu dijadikan peneliti dalam mejalankan reduksi data.  

 Pada tahapan reduksi data peneliti berupaya untuk mengumpulkan 

data-data yang didapatkan dalam penelitian yang berhubungan dengan 

strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan kemudia 

data yang ada dikumpulkan dan dilakukan analisis untuk melihat mana data 

yang penting dan tidak penting, sehingga data yang akan digunkana dapat 
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mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran data yang ada sehingga 

memberikan kesimpulan yang tepat dan bisa terverifikasi. 

b. Penyajian Data 

  Penyajian data merupakan salah satu aktivitas dalam melakukan 

penelitian, apa yang diteliti oleh peneliti bisa dimengerti serta dianalisis sesuai 

dengan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dengan penjelasan singkat, bagan, ikatan antar bilangan, dan 

diagram. Menurut Miles & Huberman (Sugiyono 2016), teks atau kata-kata 

adalah format yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif. Dengan adanya penyajian data dapat mempermudah 

peneliti dalam memahami apa yang akan diteliti.  

  Penyajian data yang telah dilakukan peneliti adalah melihat bagaimana 

keadaan yang terjadi dilapangan, sehingga data yang diperoleh dari observasi, 

dan wawancara dapat disajikan, namun data yang didapatkan tidak bisa 

langsung digunakan utuh sebab data yang diperoleh masih perlu untuk dipilih-

pilih yang paling dibutuhkan. Dengan adanya tahapan reduksi yang ada, dan 

data yang ditemukan dilapangan dapat untuk  menarik kesimpulan dari hasil 

temua. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Tingkatan akhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan. Artinya 

menarik bermakna membahas kembali dalam bentuk meringkas dari bagian 

yang sudah ada kebagian lain lebih terperinci singkat, padat, dan jelas. Yang 
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di ringkas dalam penelitian seharusnya ada di dalam bagian pembahasan dan 

analisis.  

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan kesimpulan dalam penelitian 

kulitatif merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi bisa juga tidak, sebab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan dapat terus berkembang setelah penelitian 

dilapangan. 

Menarik kesimpulan telah peneliti lakukan di tingkatan terakhir dalam 

menganalisis data, data yang telah diperoleh peneliti tersebut disimpulkan dan 

peneliti mengembangkan data-data yang ada dan megamati sehubungan 

dengan teori yang berkaitan dan mengevaluasi data tersebut, sesudah data 

yang ada dianalisis dan dievaluasi maka memberikan kesimpulan dengan data 

yang telah didapatkan.  
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BAB II 

DESKRIPSI JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI, 

KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL 

 

A. Sejarah Pembangunan Jalan Kalurahan Triwidadi 

Sejarah pembangunan jalan di Kalurahan Triwidadi, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, mencerminkan perjalanan panjang infrastruktur 

yang berusaha menghubungkan masyarakat dan mendukung perkembangan 

daerah. Berikut adalah perjalanan pembangunan jalan di Triwidadi: 

Masa Awal (Sebelum 1900): Pada masa ini, jalan yang ada bersifat alami 

dan belum terstruktur, terutama berupa jalan setapak dan jalur ladang. 

Masyarakat menggunakan jalur ini untuk kebutuhan sehari-hari, seperti 

pertanian dan perdagangan lokal. Era Kolonial (1900-1945): Pada masa 

penjajahan Belanda, beberapa jalan mulai dibangun untuk kepentingan 

ekonomi, seperti pengangkutan hasil pertanian ke pasar. Ini termasuk 

pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan dan 

perdagangan. Masa Kemerdekaan (1945-1960): Setelah kemerdekaan, fokus 

pembangunan infrastruktur mulai bergeser. Pemerintah lokal berupaya 

memperbaiki dan memperluas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas 

masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan. 

Perkembangan Sejak 1970-an: Program pembangunan infrastruktur secara 

lebih terencana dimulai. Jalan-jalan diperbaiki, dan proyek peningkatan kualitas 

dilakukan dengan bantuan pemerintah pusat dan lokal. Masyarakat 
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berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong untuk pembangunan jalan 

desa. Reformasi dan Desentralisasi (1998-sekarang): Setelah reformasi, ada 

peningkatan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa. 

Kalurahan Triwidadi mendapatkan alokasi dana untuk memperbaiki jalan, 

memperlebar akses, dan meningkatkan keselamatan. Pembangunan Modern: 

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan jalan semakin modern dengan 

penggunaan teknologi, seperti paving block, penerangan jalan, dan marka jalan. 

Ini juga mencakup akses ke fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. 

Dampak Pembangunan: Pembangunan jalan di Triwidadi berdampak signifikan 

terhadap ekonomi lokal, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta 

memperlancar akses transportasi. Masyarakat merasakan manfaat dalam aspek 

pendidikan dan kesehatan berkat kemudahan akses. 

Pembangunan jalan di Kalurahan Triwidadi terus berlanjut dengan 

melalui perjalanan yang panjang dari masa ke masa, sejalan dengan visi 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas di daerah 

tersebut.  

B. Visi-Misi Kalurahan Triwidadi 

1. Visi Kalurahan Triwidadi  

 Mewujudkan Kalurahan Triwidadi “SMART” yang artinya SMART 

merupakan singkatan dari kata Sejahtera, Mandiri, Aman, Religius, dan 

Tangguh yang dari kata tersebut masing-masing memiliki makna dan arti 

untuk tujuan pembangunan di Kalurahan Triwidadi dalam periode 2022 
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sampai 2026 visi ini juga merupakan  berkelanjutan dari  Visi Pembangunan 

Kalurahan Triwidadi pada masa sebelumnya tahun 2014-2020 Mewujudkan 

Kalurahan Triwidadi menuju Kalurahan Triwidadi Lebih Baik Mandiri dan 

Berbudaya.  

 Adapun makna dan arti kata dalam Visi Pembangunan Kalurahan 

Triwidadi tersebut, yaitu :  

a. Sejahterah, adalah merujuk pada ke keadaan yang baik, kondisi manusia 

dimana semua orang dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Dalam 

Pembangunan Kalurahan Triwidadi diinginkan masyarakat mempunyai 

suatu kondisi perekonomian yang stabil dapat menyanggupi kebutuhan 

dan biaya hidup, kondisi masyarakat yang sehat secara fisik maupun 

lahir dan batin serta bisa mengungkapkannya dalam kehidupan 

masyarakat dengan disertai turut dalam berbagai kegiatan dan beribadah 

sesuai dengan kepercayaannya dengan kerukunan  kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Mandiri, merupakan arti dalam keadaan berdiri sendiri, tidak terikat dan 

bergantung pada orang lain. Dalam pembangunan Kalurahan Triwidadi 

diperlukan terciptanya suatu kondisi semua kebutuhan dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat dapat dipenuhi dari wilayah Kalurahan 

Triwidadi ataupun masyarakat memiliki kemampuan daya beli terhadap 

kebutuhan masyarakat atau keluarga melalui dorongan keadaan 

ekonomi atau keuangan yang mapan serta bisa mengurus dan 

meggunakan sumber daya yang ada dengan daya dukung pendidikan, 
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ketrampilan, akses jaringan komunikasi kerjasama dan akses 

permodalan. Salah satu contohnya terwujudnya ketersediaan pangan 

atau makanan yang diproduksi di wilayah Triwidadi sebagai hasil 

mandiri masyarakat yang disebut swasembada pangan seperti padi, 

jagung, kedelai dan lain-lain. 

c. Aman, yang dimaksud adalah terhindar dari segala ancaman, bahaya, 

terlindungi dari semua yang mengancam hak asasi manusia, 

keselamatan jiwa raga, kekayaan, usaha, persatuan kesatuan, kultur, 

sumberdaya alam dan lain sebagainya. Dalam pembangunan Kalurahan 

Triwidadi cenderung kearah terbebasnya Kalurahan Triwidadi dari 

berbagai tindakan kriminalitas kejahatan serta melindungi segenap 

masyarakat Triwidadi dari berbagai bahaya seperti ancaman dengan 

berupaya melakukan pengawasan, perlindungan, pengamanan, 

pengontrolan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

d. Religius, yang dimaksud adalah Keagamaan, Kepercayaan dalam 

keyakinan beragama merupakan dasar utama dalam menjalankan 

kehidupan manusia begitu juga dalam simbol-simbol Pembangunan 

Kalurahan Triwidadi melalu pengetahuan bahwasannya segala yang 

terjadi baik dalam kehidupan maupun terselenggaranya pembangunan 

semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui proses 

usaha manusia dan didukung dengan alam. 
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e. Tangguh mengandung arti kuat, cakap, tahan, sah, berenergi dalam 

melaksanakan roda pembangunan kalurahan dan masyarakat serta 

mampu dalam hal menghadapi tantangan dan rintangan sehingga 

terwujud kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin. 

2. Misi Kalurahan Triwidadi 

 Misi Kalurahan Triwidadi merupakan pemaparan yang akan dilakukan 

sebagai tindakan mewujudkan visi yang telah di buat untuk mencapai tujuan 

dalam roda pemerintah Kalurahan sesuai dengan proritas, dan langkah-

langkah yang akan dijalankan untuk mewujudkan pembangunan Kalurahan 

Triwidadi, sebagai berikut :  

a) Meningkatkan dan membuka akses guna pemenuhan kebutuhan 

pangan, sandang, papan bagi masyarakat Kalurahan Triwidadi 

b) Peningkatan kualitas dan tingkatan kesehatan untuk masyarakat  

c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan 

Pendidikan, ketrampilan masyarakat melalui pendidikan formal 

maupun non formal. 

d) Peningkatan layanan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemasyarakatan 

e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui pertumbuhan industri 

UMKM, perdagangan, dan jasa agar terciptanya lapangan kerja dan 

pendapatan keluarga bagi masyarakat. 

f) Fasilitasi Kerjasama dalam pengembangan usaha dan penguatan 

jaringan usaha 
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g) Meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan dan keteritban umum  

h) Peningkatan mental spritual melalui pengamalan agama sesuai 

keyakinan masing-masing, menjaga kerukunan umat beragama dan 

menjaga nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat 

i) Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi percepatan 

globalisasi dan teknologi. 

j) Meningkatkan kesiapan siagaan masyarakat dalam menghadapi 

perubahan situasi dan kondisi alam serta melestarikan lingkungan hidup 

untuk kelangsungan hidup di masa kini dan masa yang akan datang.  

k) Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta sarana lainnya dan 

perlengkapan guna menunjang kegiatan di segala sektor dan bidang.  

C. Kondisi Jalan Kalurahan Triwidadi 

Gambar 2. 1 

 Peta Jalan Kalurahan Triwidadi 

 

Sumber: Hasil Penelitian Kalurahan Triwidadi 2025 
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Jalan Nasional lintas tengah, yang dikenal sebagai Jalan Wates, dan Jalan 

Nasional lintas selatan, yang disebut Jalan Srandakan, berfungsi sebagai 

penghubung penting bagi Kalurahan Triwidadi, mengaitkan daerah tersebut 

dengan sejumlah jalan kabupaten yang lebih luas. Kedua jalan nasional ini 

memainkan peran strategis dalam memperlancar aksesibilitas, tidak hanya 

di dalam Kalurahan Triwidadi, tetapi juga menghubungkan wilayah-

wilayah di sekitarnya, termasuk kalurahan atau kapanewon yang berbatasan 

langsung dengan Triwidadi.  

Dalam Kalurahan Triwidadi, kondisi jalan umumnya terjaga dengan 

baik. Jalan di Kalurahan Triwidadi dibangun dengan menggunakan aspal 

khusus untuk jalan lintas Kabupaten dan Provinsi yang di bagun oleh 

pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang melintasi di daerah Triwidadi dan 

corblok khusus jalan permukiman atau jalan desa dalam Kalurahan 

Triwidadi atau jalan lingkungan yang ada di setiap padukuhan, memberikan 

permukaan yang lebih halus dan lebih nyaman untuk dilalui. Meskipun 

begitu, ada beberapa bagian jalan yang mengalami kerusakan, terutama di 

daerah perbukitan yang memiliki kontur tanah tidak rata. Kondisi ini 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi dan kurangnya 

pemeliharaan rutin. Meskipun demikian, mayoritas jalan di kalurahan ini 

masih dalam keadaan layak untuk dilalui oleh warga. Jalan-jalan tersebut, 

meski ada beberapa yang mengalami kerusakan, tetap dapat digunakan 

untuk perjalanan sehari-hari. 
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Secara keseluruhan, kombinasi dari jalan nasional yang 

menghubungkan daerah yang lebih luas dengan kualitas jalan lingkungan 

yang baik di dalam kalurahan menciptakan sebuah jaringan transportasi 

yang memungkinkan mobilitas warga yang cukup efisien. Hal ini tentunya 

juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di 

Kalurahan Triwidadi, memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas dengan 

lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

 

1. Jalan Utama 

 Jalan utama yang menghubungkan Triwidadi dengan daerah lain 

umumnya telah beraspal dan cukup lebar antara 5 hingga 7 meter untuk 

dilalui kendaraan, jalan utama yang dimaksud adalah jalan lintas kabupaten 

dan provinsi yang melintasi jalan di Kalurahan Triwidadi.  

 Jalan utama selain menjadi yang melintasi antar wilayah juga berfungsi 

bagi masyarakat Triwidadi sebagai jalan Kalurhan, meskipun terdapat 

lubang-lubang kecil akibat cuaca dan penggunaan kendaraan berat dan 

beberapa area masih kekurangan rambu lalu lintas dan penerangan, 

sehingga saat malam hari, pengendara harus lebih berhati-hati.   

2. Jalan Desa 

 Jalan-jalan yang masuk ke wilayah  permukiman dan pedesaan belum 

merata corblok masih terdapat beberapa berbentuk jalan tanjakan yang 

terbuat dari batu atau tanah. Saat musim hujan, jalan-jalan becek dan sulit 

dilalui yang dapat mengakibatkan kendaraan terjebak, terutama mobil kecil. 

Aksesibilitas jalan desa dengan lebar sekitar 2-3 meter ini menjadi 
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persoalan tantangan bagi kendaraan roda empat, tetapi untuk sepeda motor 

dan pejalan kaki masih dapat melaluinya. Sistem drainase di beberapa jalan 

juga masih kurang optimal, yang dapat menyebabkan genangan air saat 

hujan deras. Beberapa titik jalan bahkan mengalami banjir kecil, sehingga 

menjadikan akses ke area tersebut terganggu maupun vegetasi tanaman di 

sekitar jalan kadang menjulang tinggi, menghalangi pandangan dan 

mempersempit jalur, terutama saat berkendara. 

3. Aktivitas Ekonomi dan sosial (Pasar dan Transportasi)  

 Kalurahan Triwidadi pada hari tertentu, jalan menuju pasar menjadi 

padat dengan lalu lintas yang dimana pedagang, pembeli, dan kendaraan 

berbaur. Sehingga hal ini membuat beberapa titik menjadi macet dan 

menyulitkan kendaraan untuk bergerak. Selain itu di beberapa bagian jalan, 

truk pengangkut hasil pertanian sering melintasi untuk membawa dan 

diberikan pada konsumen atau pasar, yang membuat memperparah 

kerusakan jalan, terutama di area yang tidak diaspa. 

4. Letak Wilayah Kalurahan Triwidadi 

  Kalurahan Triwidadi terletak di -7.854149” S 110’12’40.8”E, memiki 

luas wilayah 111.9675 Ha. Wilayah Triwidadi memiliki bentang alam yang 

terdiri dari pegunungan atau perbukitan dan dataran rendah, dan berada 

disisi barat Kabupaten Bantul dengan batas wilayah yaitu : 

Sebelah Utara       : Kalurahan  Argorejo dan Argomulyo, Kapanewon 

Sedayu 

Sebelah Selatan     : Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan 
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Sebelah Barat        : Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu 

Sebelah Timur       : Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan 

5. Topografi Kalurahan Triwidadi 

Kalurahan Triwidadi berada di ketinggian   : 60-160  permukaan 

laut 

Rata-rata wilayah Kalurahan Triwidadi perbukitan  : 80 % 

Rata-rata suhu di Kalurahan Triwidadi antara  : 19C-32C  

Tingkat kelembapan udara antara     : 55%-85% 

Rata-rata kecepatan angin antara    : 8 km/jam-20 

km/jam. 

Kalurahan Triwidadi mempunyai ketinggian antar 60 sampai dengan 

160 dari permukaan laut. Wilayah Kalurahan Triwidadi mendekati 80% 

merupakan daerah perbukitan dengan bentang alam lereng bukit, punggung 

bukit, lembah dan dataran dengan suhu rata-rata antara 19°C s/d 32°C, 

tingkat kelembapan antara 55 % sampai dengan 85% dan kecepatan angin 

rata-rata 8km/jam s/d 20km/jam. Di lembah antara bukit dengan bukit 

berpotensi mengalir sumber mata air dan benteng daratan  lembah sebagai 

lahan pertanian pangan. Kalurahan Triwidadi juga memiliki berbagai 

ekosistem dan habitat satwan liar hutan dan satwan air walaupun akhir-akhir 

ini mulai pengurangan habitat satwan karena pemburuan dan imigrasi. 

6. Geologi Struktur Tanah Kalurahan Triwidadi 

 Tanah diwilayah Kalurahan Triwidadi terdiri dari wilayah dengan 

tanah kapur berbatu dan padas, tanah liat berwarna hitam dengan lapisan 
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krikir, tanah liat berwarna coklat, disertai tanah coklat berpasir yang secara 

umum tanah di Kalurahan Triwidadi tergolong subur berpotensi bisa 

ditanami tanaman pertanian, perkebunan, holtikultural dan tanaman 

belantara. Serta bahan tambang yang ada di kalurahan Triwidadi seperti 

batu kapur, batu hitam, dan pasir. 

7. Penggunaan Lahan Kalurahan Triwidadi 

Penggunaan lahan di Kalurahan Triwidadi sebagian besar merupakan 

hutan rakyat yang luasnya hampir mencapai ± 800 Ha, lahan pertanian 

seluas ± 223 Ha, permukiman ± 51 Ha perkantoran dan pendidikan 6 ± Ha 

dan perternakan ± 10 Ha. 

D. APBKal 

Tabel 2. 1 

APBKal 2024 

URAIAN ANGGARAN  ( RP ) 

PENDAPATAN 

Pendapatan Asli  Kalurahan 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Dana Desa 

 

Bantuan Keuangan Provinsi 

Bantuan Keuangan Kabupaten 

 

Pendapatan Lain-lain 

 

 

RP. 284.000.000 

Rp. 135.000.000 

Rp . 1.689.878.600 

 

Rp. 370.000.000 

Rp. 2.130.000.000 

 

Rp. 27.000.000 

 

Jumlah Pendapatan  Rp. 7.197.678.900 
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BELANJA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 

Kalurahan  

 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Kalurahan  

 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

Bidang Penangulangan Bencana Keadaan , 

Dan Mendesak Kalurahan  

 

 

Rp. 2.353.916.466 

 

 

Rp. 3.715.467.255 

 

 

Rp. 544.820.000 

 

Rp. 552,280.124 

 

Rp. 286.275.440 

 

Jumlah Belanja Rp. 7.452.759. 285 

DEFISIT PEMBIAYAAN Rp  255.080.385 

Penerimaan Pembiyaan 

 

Rp. 405.080.385 

              

Sumber : APBKal Tahun 2024 

 Berdasarkan table diatas pendapatan desa yang diperoleh ada beberapa 

pendapatan seperti pendapatan asli kalurahan, dana desa, bagi hasil pajak dan 

retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan 

kabupaten dan bantuan lainnya. Jumlah pendapatan yang ada sebesar Rp. 

7.197.678.900, dan jumlah belanja desa sebesar Rp. 7.452.759. 285, dapat 

dilihat bahwasannya jumlah belanja desa lebih besar dibandingkan pendapatan 

yang diperoleh desa dengan adanya defisit sebesar Rp. 255.080.385 kemudian 

ditutupi dengan penerimaan pembiyaan sebesar Rp. 405.080.385. Dari data 
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yang ada bahwa anggaran pendapatan desa lebih sedikit dibandingkan jumlah 

belanja dan adanya defisit.  

 Khusus untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan desa sebesar 

Rp 1.471.395.800 yang bersumber dari PBK Kabupaten (Pendapatan Bantuan 

Keuangan), Dana Desa, dan BKK DAIS (Bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan). Jadi untuk aggaran tersebut di gunakan untuk pembangunan 

infrastruktur jalan berupa corblok full yang di kerjakan oleh masyarakat 

setempat (wawancara dengan Danarta, Lely Yulianti, Pada 7 tanggal 2025). 

E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi 

1. Pembagian Wilayah Administrasi 

 Kalurahan Triwidadi secara administrasi memiliki 22 pedukuhan 

yang terdiri dari 106 Rukun Tetangga (RT) dangan luas wilayah 11, 8945 

Ha. Pedukuhan di wilayah Kalurahan Triwidadi meliputi : 

 

Tabel 2. 2  

Data Pedukuhan dan Jumlah RT 

No Nama Pedukuhan Jumlah RT 

1. Gowo 4 RT 

2. Jojoran Wetan 4 RT 

3. Jojoran Kulon 8 RT 

4. Nanggul 4 RT 
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5. Kersan 4 RT 

6. Gampeng 4 RT 

7. Sabrang Lor 3 RT 

8. Sabrang Kidul 4 RT 

9. Pajangan 6 RT 

10. Blabak 3 RT 

11. Kadireso 8 RT 

12. Butuh Lor 4 RT 

13. Buruh Kidul 4 RT 

14. Polaman 4 RT 

15. Jogonandan 4 RT 

16. Ngincep 6 RT 

17. Kalisoko 6 RT 

18. Jambean  7 RT 

19. Kayuhan Wetan 4 RT 

20. Kayuhan Kulon 5 RT 

21. Palambongan 4 RT 

22. Trucuk 6 RT 

 Sumber : Hasil Penelitian Kalurahan Triwidadi 2025 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pedukuhan yang ada di 

Kalurahan Triwidadi masing-masing memiliki jumlah RT yang kurang lebih 

sama jumlahnya. RT paling banyak adalah Pedukuahan Kadireso dan 
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Pedukuhan Jojora Kulon sebanyak 8 RT dan Pedukuhan Sabrang Lor dan 

Pedukuhan Blabak paling sedikit yaitu 3 RT. 

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi 

 Kalurahan Triwidadi merupakan Kalurahan yang memiliki struktur 

didalamnya, dimana ada Lurah, Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Kamituwa dan 

Dukuh yang dimana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing 

dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. 

 Adapun struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi 

tergambar sebagai berikut : 
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LURAH 

Slamet Riyanto 

 

CARIK 

Anita Yulia Fatmawati, Amd 

URUSAN TATA 

LAKSANA 

Muhlis Hedu Subekti 

 

URUSAN  

DANARTA 

Lely Yulianti, SE 

URUSAN 

PANGRIPTA 

Sarwedi 

 KEAMANAN  

JAGABAYA 

Giyanta, S.Pd 

KEMAKMURAN  

ULU-ULU 

Mulyadi 

 

SOSIAL 

 KAMITUWA 

Widi Astuti 

DUKUH 

Bagan 2. 1  

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi 
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Tabel 2. 3  

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi 

1. Lurah                                : Slamet Riyanto 

2. Carik                                 : Anita Yulia Fatmawati, Amd 

3. Kaur Tata Lakasana : Muhlis Hedu Subekti 

4. Kaur Danarta : Lely Yulianti, SE 

5. Kaur Pangripta : Sarwedi 

6. Kasi Kamituwa : Widi Astuti 

7. Kasi Ulu-ulu : Mulyadi 

8. Kasi Jagabaya                   : Giyanta, S.Pd 

9. Dukuh  

A. Guwo : Mukiyo 

B. Gampeng : Waluyo 

C. Jojoran Kulon : Marjiman 

D. Jojoran Wetan : Tumiyo 

E. Blabak : Endung Dasuki 

F. Kadireso : Suyandi 

G. Sabrang Lor : Sapardi 

H. Sabrang Kidul : Pardi 

I. Nanggul : Wakimin 

J. Kersan : Giyono 

K. Pajangan : Budiyanto 

L. Butuh Lor : Warsiyo 
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M. Butuh Kidul : Tri Handayani 

N. Kayuhan Kolon : Sudadi 

O. Kayuhan Wetan : Wajiyono 

P. Polaman  : Saturjan, Amd 

Q. Jambean : Hendi 

R. Ngincep  : Subiyana 

S. Jogonanda : Saronto 

T. Kalisoko : Siyem 

U. Plambongan : Sarwedi 

V. Trucuk : Dwi Janar 

Sumber: Hasil Penelitian Kalurahan Triwidadi 2025 

 Dari struktur oraganisasi pemerintahan diatas dapat kita simpulkan 

bahwa Kalurahan Triwidadi memiliki susunan yang terstruktur, dan dimana 

memiliki posisi dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu : posisi pertama 

adalah lurah, dan lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan di bantu 

oleh pamong-pamong yang ada, dan pamong-pamong memiliki tanggung 

jawab yang berbeda seperti sekretaris Kalurahan dipimpin oleh Carik dan 

dalam menjalankan  tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) Tata 

Laksana, Kaur Danarta, Kaur Pangripta, yang masing-masing dipimpin oleh 

kepala kaur yang ada. Dalam pelaksanaan teknis yang terdiri dari Jagabaya, 

Ulu-Ulu, Kamituwa dan masing-masing akan dipimpin oleh Kepala Seksi dan 

mengenai pelaksana kewilayahan akan dipimpin oleh Dukuh. 
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BAB III 

ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI 

KALURAHAN TRIWIDADI 

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha untuk 

menguraikan hasil yang sudah di teliti dalam bab ini. Didalam melakukan 

penelitian data yang ada diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

adanya 11 informan, dan membahas berkaitan dengan strategi pemerintah desa 

dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi. Berikut 

peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan melalui informan 

maupun temuan langsung dilapangan.  

A. Penetapan Lingkungan, dan Batasan Waktu Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan  

Dalam Pembangunan Insfraktruktur Jalan tentunya diperlukan sasaran 

atau lingkungan sebagai lokasi yang akan di lakukan pembangunan jalan, 

dengan batasan dalam pengerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah desa bersama dengan pelaksana pengerjaan jalan supaya 

dalam proses pelaksanaan dapat diketahui seberapa pengerjaan jalan dapat 

diselesaiakan. 

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang sudah 

ditetapakan lingkungan titik jalan yang akan dibagun melalui musrembang, 

yang sebagaimana dimaksud penetuan titik-titik lokasi pembangunan jalan 

yang urgen dibagun menjadi kebutuhan mendesak dan menyesuaikan dengan 

anggaran yang ada.  
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Untuk mengetahui titik-titik lokasi pembangunan jalan atau lingkungan 

yang sudah ditetapkan tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan 

Irwan sebagai staff Kalurahan selaku koordinator pelaksana bidang 

pembangunan, berikut hasil wawancara :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corblok full, 6) Padukuhan Kersan RT 4 corblok full, 7) Padukuhan 

Kaduresan RT 5 corblok full, 8) Padukuhan Plambongan RT 4 corblok 

full, 9) Padukuhan Guwo RT 2 corblok full. Dari BKK Dais : 1) 

Padukuhan Blabak RT 2 corblok full, 2) Padukuhan Ngincep RT 2 

corblok full, dan 3) Padukuhan Kayuhan Kulon RT 4”.(Wawancara 

pada tanggal 7 Februari 2025).  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami untuk titik lokasi 

pembangunan infrastruktur jalan di fokuskan pada jalan-jalan perkampungan 

“Untuk lokasi titik-titik 

pembangunan di bidang 

infrastruktur jalan kami fokus jalan 

perkampungan yang masuk ke 

padukuhan-padukuhan yaitu, dari 

Dana Desa: 1) Padukuhan Jambean 

RT 3 corblok full, 2) Padukuhan 

Pajangan RT 1 corblok full, 3) 

Padukuhan Ngincep RT 6 corblok 

full, 4) Padukuhan Butuh Lor RT 2 

corblok full, 5) Padukuhan Polaman 

RT 2 corblok full, 6) Padukuhan 

Butuh Kidul RT 1 dan 2 corblok full, 

7) Padukuhan Nanggul RT 5 corblok 

full, 8) Padukuhan kalisoko RT 4 

corblok full, 9) Padukuhan Gemping 

RT 2 corblok full dan yang terakhir 

10) Padukuhan Kayuhan Wetan RT 

3 corblok full. Dari  PBK 

Kabupaten: 1) Padukuhan Jojoran 

Kulon RT 5 corblok full, 2) 

Padukuhan Jojoran Wetan RT 3 

corblok full, 3) Padukuhan Pajangan 

RT 3 corblok full, 4) Padukuhan 

Naggul RT 3 Corblok full, 5) 

Padukuhan Sabrang Lor RT 2 

corblok 

 

 

Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 1  

Permohonan Rabat Beton 
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yang masuk di lingkungan padukuhan. Untuk lingkungan yang masuk dalam 

pembangunan infrastruktur jalan terdiri dari 10 Padukuhan dari dana desa, 

kemudia dari PBK Kabupaten (Pendapatan bantuan keungan) 9 padukuhan, 

dan BKK Dais (Bantuan keuangan khusus dana keistimewaan) 3 padukuhan. 

Setiap penetapan lokasi titik-titik pembangunan infrastruktur jalan di 

Triwidadi sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran, dari penetapan 

lingkungan pembangunan jalan sudah menyesuikan dengan anggaran 

bahwasannya untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bersumber 

dari dana desa saja melaikan ada dari dana PBK Kabupaten, dan BKK Dais. 

Dari pembangunan infrastruktur jalan yang dibagun juga sudah 

ditetapkan batasan waktu dalam pengerjaan jalan, untuk mengetahui hal diatas 

maka dilakukan wawancara dengan Mulyadi sebagai Ulu-ulu (bidang 

pembangunan dan kemakmuran), berikut hasil wawancara : 

“Dari awal perencanaan atau musrembang untuk waktu dalam 

pengerjaan pembangunan jalan sudah ditetapkan dalam waktu satu 

tahun yang biasanya dimulai dari maret dan sampai oktober yang 

dimana dibulan januari dan februari untuk siklus perencanaan desa 

dan akhir tahun november dan desember digunakan untuk khusus 

membuat laporan akhir tahun LPPKal (Laporan Penyelengaraan 

Pemerintah Kalurahan), rata-rata sampai saat ini pelaksanaan 

pembangunan jalan untuk jangka waktu terlaksana sesuai target yaitu 

satu tahun sesuai dengan APBDes. Dan pembangunan jalan 

dilaksanakan dalam satu tahunnya dengan target 1-2 minggu pertitik 

pembangunan jalan” (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dari pemerintah 

desa sudah mengatur batasan waktu selama 1-2 minggu pertitik 

pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu 

tahun perencanaan yang sudah ditetapkan yaitu dalam pengerjaan jalan dari 
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maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus 

perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan november dan desember 

digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan 

Penyelengaraan Pemerintah Kalurahan), penentuan batasan waktu dalam 

pengerjaan pembangunan jalan dapat menjadi tolak ukur supaya berjalannya 

proses pembangunan jalan efektif dan efesian.  

Selanjutnya untuk mengetahui berapa lebar, panjang dan tebal volume 

jalan serta jenis jalan yang dibangun maka dilakukan wawancara dengan 

Endung Dasuki selaku tim pelaksana pembangunan jalan, berikut hasil 

wawancara :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa volume tebal 

jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan 

jalan, kemudian pada perencanaan sudah di tetapkan mengenai lebar dan 

panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibagun 2,5 meter cm dengan panjang 80 

meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang 

“Volume tebal jalan 12 cm 

untuk kondisi yang khusus sulit 

lagi biasanya lebih tebal 

beberapa cm bisa mencapai 15 

cm karena berdasakan kedaan 

tanah, ada tanah yang tingkat 

keretakannya beda karena di 

situ ada mata air. kemudia untuk 

leber jalan 2,5 meter dan 

panjang jalan sekitar 80 meter, 

dan 100-150, ada juga 200-300 

meter, rata-rata itu sudah 

corblok full” (Wawancara pada 

tanggal 13 Februari 2025). 

 

Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 2  

Jalan Cor Blok 
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di bagun. Dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan dengan 

menetukan ketebalan, lebar, panjang jalan dan jenis jalan yang di bangun 

corblok full atau semen sudah di atur pemerintah desa agar proses dalam 

pembangunan infrastruktur jalan terlaksana dengan terstruktur dan selesai 

tepat waktu. 

Pembangunan infrastruktur jalan adalah jalan perkampungan yang 

masuk dalam lingkungan padukuhan yang artinya juga dalam wilayah 

masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur jalan 

yang masuk diwilayah lingkungan warga maka dilakukan wawancara dengan 

Abdul Rohman selaku ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat 

Kalurahan), berikut hasil wawancara : 

“Ya pembangunan infrastruktur jalan yang dibagun adalah jalan 

padukuhan atau jalan lingkungan warga yang sebagian jalan saat di 

survei sebelum melaksanakan pembangunan ada yang terkena 

perkarangan lahan warga ketika pembangunan jalan sudah mentok ada 

tanaman seperti pohon kelapa dan lainnya di lahan warga dan tidak ada 

alternatif lain selain melintasi perkarangan lahan warga tersebut untuk 

bagun jalan tapi tidak semua cuma ada beberapa saja dan ada yang tidak 

setuju memberikan lahannya juga beberapa orang saja”(Wawancara 

pada tanggal 5 Februari 2025). 

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembangunan 

infrastruktur jalan di Triwidadi khususnya dalam padukuhan yang masuk 

wilayah masyarakat, sebelum dibagun jalan pemerintah desa sudah mengatur 

melalui tim pelaksana pembangunan jalan agar jalan yang di bagun harus di 

survei terlebih dahulu dan di patok agar mengetahui adanya terkena 

perkarangan rumah warga dalam pembangunan jalan dan ditemukan adanya 

beberapa yang tidak setuju dibagun jalan hal itu terjadi karena dari kondisi 



 

61 
 

lingkungan lahan adanya tanaman warga salah satunya pohon kelapa yang 

dapat dikomsumsi buahnya dan bisa menjadi sumber pendapatan dan hanya 

sebagian saja. 

Dari peryataan hasil wawancara dengan Mulyadi selaku kasi ulu-ulu 

(bidang pembangunan dan kemakmuran), Endung Dasuki selaku tim 

pelaksana pembangunan jalan, Irwan selaku staff Kalurahan Triwidadi serta 

koordinator pelaksana bidang pembangunan, dan  Abdul Rohman selaku 

ketua LPMK ( Lembaga pembangunan masyarakat kalurahan) dapat 

disimpulkan bahwa dari pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan titik 

jalan yang dibagun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud 

penetuan titik-titik lokasi pembangunan jalan yang urgen dibagun menjadi 

kebutuhan mendesak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. 

Pembangunan infrastruktur jalan yang juga sudah ditetapakan batasan waktu 

selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu 

target pelaksanaan dalam satu tahun  yang sudah ditetapkan dalam pengerjaan 

jalan dari maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan februari 

untuk siklus perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan november dan 

desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan 

Penyelengaraan Pemerintah Kalurahan), kemudian volume, tebal jalan 12 

cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan, 

selanjutnya pada perencanaan sudah di tetapkan mengenai lebar dan panjang 

jalan yaitu lebar jalan yang dibagun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 

100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang di 
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bagun. Kemudian jenis jalan yang di bagun adalah corblok full. Jalan yang 

dibagun sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikan jalan 

masuk dalam patokan, namun ditemukan dalam penetapan lingkungan jalan 

yang dibagun adanya lahan warga yang terkena dalam pembangunan jalan 

bahwasannya ada yang setuju jalan tetap dibagun dan ada juga yang tidak 

setuju karena adanya tanaman dalam lahan tersebut. 

Berdasakan hasil observasi, peneliti menemukan dalam penetapan 

lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan infrastruktur jalan di 

Kalurahan Triwidadi, pemerintah kalurahan Triwidadi dalam mengatur 

penetapan lingkungan jalan yang dibagun dan batasan waktu dalam 

pengerjaan jalan sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan baik di 

karenakan dalam penetuan lokasi lingkungan pembangunan jalan 

mengutamakan lokasi yang urgen atau perlu diperbaiki segera melalui 

perencanaan dengan di lakukannya musrembang, juga selain itu sebelum 

jalan di bagun adanya survei yang dilakukan oleh tim pelaksana 

pembangunan jalan dari kalurahan  serta waktu pengerjaan pembangunan 

jalan di kerjakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada perencanaan 

yang sudah ditetapkan.  

B. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan  

Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu kalurahan 

atau desa, menjadi salah satu tugas dan peran dari pemerintah desa yang 

dimana terdapat didalamnya tindakan sebagai upaya untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan berpihak pada masyarakat.  
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Pembangunan jalan desa dapat mendukung mobilitas warga yang juga 

berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat seperti meningkatkan akses 

ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, dan 

keamanan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa harus pintar dalam 

mencari sumber dana baik dari APBDes, bantuan pemerintah kabupaten atau 

pusat maupun kerjasama dengan sektor swasta, pemerintah desa harus dekat 

dengan masyarakat menjalin komunikasi, dan melayani warganya, 

pemerintah desa juga harus melindungi dampak dari pembangunan jalan 

seperti perkarangan lahan warga yang masuk rute pembangunan jalan 

berstatus hak milik pribadi, dan monitoring secara berkala perlu 

dilaksanakan seperti terdapatnya titik pembangunan jalan yang sulit 

dikerjakan, untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur jalan.  

Untuk mengetahui bersumber dari mana anggaran untuk 

pembanggunan insfrastruktur jalan, maka dilakukan wawancara dengan 

Anita Yulia selaku Carik, berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

 

“Pembanguan infrastruktur jalan 

Kalurahan Triwidadi termasuk dalam 

APBDes yang bersumber dari Dana 

Desa, PBK Kabupaten dan provinsi 

BKK Dais. Dari pemerintah Kalurahan 

yang dapat diakses adalah dana desa 

untuk bidang Pembangunan 

khususnya infrastruktur jalan itu  Rp 

316.394.000 juta karena kebutuhan 

bidang lainya masih banyak jadi untuk 

pembagunan jalan tidak bisa semua 

pakai dana desa dan untuk PBK 

Kabupaten dan BKK Dais itu dari dana 

aspirasi dewan tingkat 1 dan tingkat 2. 

total anggaran yang ada khususnya 

untuk bidang pembangunan 

infrastruktur jalan corblok full di  

tahun 2024 total Rp 1.471.395.800 
Sumber : triwidadi.bantulkab.go.id,  

2024 

Gambar 3. 3  

APBKal 2024 
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miliar, sumber dana dari dana desa Rp 316.394.900, dari PBK Kabupaten 

Rp 980.000.900 dan dari BKK Dais Rp 175.000.000 ini” (wawancara 

pada tanggal 5 Februari 2025). 

 

 Dari hasil wawancara dengan Anita Yulia selaku Carik dapat dipahami 

bahwa dana untuk pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi 

bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, 

PBK kabupaten sebesar Rp 980.000.900, dan dari provinsi BKK Dais sebesar 

Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembanggunan infrastruktur jalan di 

Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendaaan diatas berjumlah Rp 

1.471.395.800 miliar. Menurut peneliti anggaran yang didapat oleh 

pemerintah desa Triwidadi untuk pembangunan insfrastruktur jalan tidaklah 

sedikit, pemerintah desa dalam hal ini yang mengurus dan melayani warganya 

dengan menyediakan akses jalan yang layak untuk warganya, maka perlu 

dilakukank perencanan yang baik guna pembangunan dapat dilakukan secara 

merata di semua padukuhan.  

Kemudian untuk mengetahui bagaiman tindakan pemerintah desa 

Triwidadi untuk mendapatkan dana dari luar untuk pembangunan 

insfrastruktur jalan maka peneliti melakukan wawancara dengan Slamet 

Riyanto selaku Lurah Triwidadi, berikut hasil wawancara:   

“Dana aspirasi yang masuk untuk pembangunan jalan dari PBK 

Kabupaten dan BKK Dais, adalah melalui dewan yang terpilih secara 

khusus yang memegang wilayah Triwidadi dan ada tim suksesnya, 

dewan yang terpilih ini melakukan reses dan warga menyampaikan 

kebutuhannya yaitu meminta untuk di bagun jalan salah satunya. 

sebagai pemerintah desa tidak bisa mengambil keputusan dalam reses 
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karena tidak punya wewenang meskipun dapat ikut serta tetap tidak 

boleh menyapaikan kelu kesa, pemerintah desa hanya dapat 

memfasilitasi pertemuan antara dewan dengan masyarakat untuk 

mengumpulkan aspirasi dan masukan, dan diketahui oleh sebagai 

lurah. Caranya sebelum agenda reses dilaksanakan di Kalurahan 

Triwidadi pemerintah desa membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh 

masyarakat, Dukuh, POKGIAT, dan LPMK dan seksi bidang 

pembangunan jalan maupun masyarakat, dalam pertemuan pemerintah 

desa memberikan sosialisasi tentang pembangunan jalan, sosialisasi 

bertujuan mendorong masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan, 

membangun saluran komunikasi antara pemerintah desa dengan 

masyarakat, dan memberikan masukan kebijakan pembangunan jalan 

seperti serangkaian panduan supaya dapat membantu membuka pikiran 

masyarakat. Selain itu ada pembuatan proposal setelah melalui reses 

dan pembuatan propasal dibuat oleh masyarakat dan dibantu oleh 

pemerintah desa” (wawancara pada tanggal 10 Februari 2025). 

 

 

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa  pemerintah desa telah 

melayani tindakan untuk mendapatkan dana dari luar dengan melibatkan 

warga melalui reses dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana 

masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk dibagun jalan kemudian 

pemerintah desa yang tidak berhak untuk ikut peran dalam menyampaikan 

aspirasi maka dari itu sebelum terselenggaranya kegiatan reses, pemerintah 

desa bertindak yaitu membuat pertemuan kepada masyarakat untuk 

menyampaikan masukan dan dorongan tentang kebutuhan di pembangunan 

infrastruktur jalan agar masyarakat terarah dalam penyampaikan aspirasi 

untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan infrastruktur jalan dan 

pembuatan proposal untuk mendapatkan dana dibantu oleh pemerintah desa.  
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“Pemerintah desa mewadahi pembuatan 

proposal, yang membuat proposal adalah 

masyarakat seperti atas nama padukuhan 

A Kalurahan Triwidadi. Pemerintah desa 

telah membantu dalam menfasilitasi 

komputer, printer dan jasa, karena 

banyaknya masyarakat seperti orang tua 

belum mahir menggunakan teknologi 

komputer bahkan dukuh-dukuh juga ada 

yang tidak bisa, jadi dikomunikasikan dan 

perwakilan masyarakat bersama-sama 

dengan pemerintah desa membuat 

proposal di kantor Kaluraha kemudia 

pemerintah desa melakuan pengecekan 

ulang proposal lalu di tanda tangani pak 

Lurah, setelah semua proposal siap 

masyarakat naikkan ke Kabupaten Bantul 

dan Provinsi DIY untuk mendapatkan 

dana yang ada ini”(wawancara pada 10 

Februari 2025). 

 

 

Hal senada disampaikan oleh Sarjun selaku masyarakat kalurahan 

Triwidadi, berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa telah 

melayani warga dengan memfasilitasi pembuatan proposal. Dalam proses 

tersebut adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk 

mendapatkan dana dari luar, pemerintah desa juga berusaha melayani dengan 

memfasilitasi warga dalam pembuatan proposal yang akan di ajukan untuk 

mendapatkan dana pembangunan infrastruktur jalan, walaupun dengan 

keterbatasan masyarakat tantang pembuatan proposal dan menggunakan 

komputer, pemerintah desa tetap membantu dengan melayani warga melalui 

kemampuan yang dimiliki serta menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam 

pembuatan proposal dan bahwasanya proposal tersebut dibuat bersama-sama 

Gambar 3. 4  

Proposal Permohonan 

Pembuatan Jalan 

Pedukuhan 

 

 

Sumber : Data Peneliti, 2025 
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dengan masyarakat dan atas nama Padukuhan di Kalurahan Triwidadi 

kemudian di ketahui oleh Lurah dalam bentuk legalitas lalu diberikan ke 

Kabupaten dan Provinsi, alhasil memperoleh dana bantuan yang ada dari 

PBK Kabupaten dan BKK Dais untuk pembangunan infrastruktur jalan. 

Selanjutnya untuk mengahui bagaimana penggunaan anggaran yang 

ada untuk Pembangunan Infrastruktur jalan maka peneliti melakukan  

wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu (kasih pembangunan dan 

kemakmuran), berikut hasil wawancara : 

“Rata-rata sekarang dianggarakan dan langsung di belanjakan dalam 

bentuk fisik khususnya matrial itu berupa semen, pasir dan batu split, 

kalau dari Dana Desa sendiri Rp 316.394.900, dari dana PBK Kabupaten 

Rp 980.000.900, dan dari dana BKK DAIS 175.000.000 dari ketiga 

anggaran yang ada ini dicarikan lalu dibelanjakan oleh pemerintah ada 

pj yang bertanggujawab untuk itu dan untuk 10% dari setiap anggaran 

di alokasi kan ke HOK upah tenaga kerja yang di transfer langsung ke 

warga yang sebagai koodinator nya nanti  HOK ini di kelola warga gak 

pemerintah desa lagi yang kelola kami kasih kewenagan untuk warga 

meskipun istilahnya HOK maupu matrial di berikan langsung ke setiap 

padukuhan yang masuk dalam pembangunan jalan nanti masyarakat 

yang kelola dan dengan cara gotong royong tetap ada tim pelaksana nya 

juga yang di bentuk dari kalurahan sebagai monitoring”. (Wawancara 

pada tanggal 5 Februari 2025). 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk 

penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana 

Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana 

Bantuan Kuangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK Dais)  

175.000.000, dari dana yang ada tidak di berikan secara tunai untuk 

pembangunan infrastruktur jalan melaikan sudah dalam bentuk fisik matrial 
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sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan terkecuali 10% 

dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga 

kerja yang kemudia matrial diberikan ke masyarakat yang mengerjakan 

berdasakan setiap Padukuhan yang termasuk dalam titik pembangunan 

infrastruktur  jalan dan HOK upah tenaga kerja ditranfer ke bank salah satu 

warga yang sebagai perwakilan atau koodinator dalam Padukuhan tersebut 

dibidang pembangunan jalan dan sudah didalam pengawasan atau pemantau 

pemerintah desa langsung melalui tim pelaksanaan yang dibentuk. 

Hal Senada disampaikan oleh Sarwedi selaku kasih perencanaan, 

berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk 

penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk HOK upah tenaga 

kerja yang bersumber dari DD sebesar 16.394.900, PBK Kabupaten sebesar 

80.000.900 dan BKK DAIS sebesar 25.000.000 dana tersebut sudah 

termasuk dalam 10 % total anggaran yang tersedia, selain itu juga semakin 

“Untuk HOK upah tenaga untuk 

pembagunan jalan dari dana desa 

Rp 16.394.900, PBK Kabupaten 

Rp 80.000.900 dan BKK DAIS 

Rp 25.000.000 ini sudah 10% 

include dari total anggaran yang 

ada, jadi semakin besar volume 

jalan yang dibagun maka besar 

juga HOKnya”. (wawancara 

pada tanggal 7 Februari 2025) Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 5  

HOK Upah Tenagan kerja 
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besar volume jalan yang akan dikerjakan semakin besar pula HOK yang 

diberikan. 

Hal senada disampaikan oleh Abdul Azis selaku masyarakat, berikut 

hasil wawancara: 

“Ya jadi HOK upah tenaga kerja yang kelola masyarakat dan rata-rata 

kegunaannya bukan untuk HOK upah kerja tetapi untuk kepentingan 

bersama di bidang pembangunan jalan, seperti HOK digunakan untuk 

sewa bego khusus untuk buka jalan yang diperbukitan, juga sewa alat 

seperti molen, dan juga tetap pakai tukang 2-3 orang dari luar 

masyarakat Triwdadi yang memang perfesional dalam mengecor untuk 

mengantisipasi cornya agar baik hasilnya dan tetap bersama dengan 

masyarakat yang mengerjakan kemudia HOK sudah jadi kewenagan 

masyarakat perpadukuhan jadi masing-masing padukuhan yang 

mengaturnya yang penting tidak keluar dari kegunaan untuk 

pembangunan jalan, juga akan dibuat laporan akhir dari dana HOK 

yang sudah digunakan setelah jalan sudah selesai dikerjakan semua”. 

(Wawancara pada tanggal 28  Februari 2025). 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk 

penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi, diantaranya untuk HOK upah tenaga kerja yang dikelola oleh 

masyarakat untuk pembangunan infrastrukut jalan. Dana HOK upah tenaga 

kerja yang dikelola oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama 

diantaranya untuk menyewa alat-alat seperti bego yang digunakan untuk 

membuka jalan di daerah perbukitan, molen, serta mempekerjakan tukang 2-

3 orang yang berpengalaman dari luar masyarakat kalurahan triwidadi. 

Dari peryataan hasil wawancara dengan Anita Yulia selaku Carik, 

Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi, Sarjun selaku masyarakat, Mulyadi 

selaku kasi ulu-ulu (bidang pembangunan dan kemakmuran), Sarwedi selaku 

pangripta, dan Abdul Azis selaku masyarakat dapat peneliti pahami bahwa 
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penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana 

Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana 

Bantuan Kuangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK DAIS)  

175.000.000, untuk medapatkan dana dari luar yang ada dari PBK dan BKK 

Dais pemerintah desa bertindak yaitu membuat pertemuan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan masukan dan dorongan tentang kebutuhan 

di pembangunan infrastruktur jalan agar masyarakat terarah dalam 

penyampaikan aspirasi untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan 

infrastruktur jalan serta pembuatan proposal untuk mendapatkan dana 

dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah desa, kemudian dari dana yang ada 

tidak di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan 

melaikan sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan 

dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan 

dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja yang kemudia matrial 

diberikan ke masyarakat yang mengerjakan berdasarkan setiap Padukuhan 

yang termasuk dalam titik pembangunan infrastruktur  jalan dan HOK 

ditranfer ke bank salah satu warga yang sebagai perwakilan atau koodinator 

dalam Padukuhan tersebut dibidang pembangunan jalan. Untuk HOK upah 

tenaga kerja yang bersumber dari DD sebesar 16.394.900, PBK Kabupaten 

sebesar 80.000.900 dan BKK DAIS sebesar 25.000.000. Dana HOK upah 

tenaga kerja yang dikelola oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan 

bersama diantaranya untuk menyewa alat-alat seperti bego yang digunakan 
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untuk membuka jalan di daerah perbukitan, molen, serta mempekerjakan 

tukang 2-3 orang yang berpengalaman dari luar masyarakat Kalurahan 

Triwidadi 

Selanjutnya dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di 

Kalurahan Trwidadi, terdapat adanya masalah pada saat proses survei jalan 

Padukuhan yang masuk dalam perkaragan warga bahwasannya terdapat 

adanya masyarakat yang tidak setuju jalan dibagun dalam perkarangan 

wilayahnya atas dasar status jalan milik pribadi.  

Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah desa untuk 

penyelesaian masalah Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mengenai 

perakarangan warga atau lahan milik warga, maka peneliti melakukan 

wawancara dengan Endung Dasuki selaku Tim Pelaksana Pembangunan 

Jalan, berikut hasil wawancara : 

“Tim pelaksanan kegiatan mengsurvei kondisi jalan yang dibagun 

terlebih dahulu untuk memastikan apakah jalan aman atau tidak dan 

ketikan pemasangan patokan kami mememukan ada perkarangan atau 

halaman warga yang terkena pembangunan jalan, yang menjadi 

masalahnya adanya warga tidak rela tanah nya di pakai karena adanya 

tamanan seperti pohon kelapa yang dapat dikosumsi dan bisa dijual dan 

ada tanaman lainnya juga sebagai alasan dan di perkuat lagi dengan 

adanya sartifikat hak milik atau SHM lahan, tidak banyak beberapa saja 

kasus serupa ditemukan karena 90% warga setuju dan antusia jalan 

dibagun dalam wilayah padukuhan mereka, dan untuk penyelesaiannya 

dimusyawarakan atau dirembuk dengan masyarakat yang bersangkutan 

bersamaan pak dukuh, RT setempat, tokoh masyarakat, oleh pemerintah 

desa”. (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa pemerintah desa 

berupaya melindungi warga atas pembangunan jalan yang terkena 

perkarangan yang tidak setuju lahannya dipakai untuk dibagun jalan karena 
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adanya tanaman yang dapat dimanfaatkan warga dan adanya sartifikat hak 

milik SHM lahan warga tersebut sehingga penyelesaiannya harus diproses 

dengan serius melalui pertemua musyawarah dengan warga yang 

bersangkutan dan tokoh masyarakat sebelum dilakukannya pembangunan 

jalan, walaupun 90 % warga tidak mempermasalahkan pembangunan jalan 

di padukuhan mereka.  

Hal senada disampaikan oleh Winarni selaku masyarakat Triwidadi, 

berikut hasil wawancara : 

“Jalan yang dibagun dalam padukuhan kami di Jambean saya sendiri 

salah satu orang yang halaman didepan rumah saya terkena dalam 

patokan pembangunan jalan dan halaman saya isinya tanaman, 

meskipun sebenarnya tidak banyak sekitar 5-10 meter yang terkena 

dalam patokan, karena saya juga punya SHM jadi saya sampaikan ke 

tim pembangunan sebagai bahan untuk mempertahkan lahan. Sekitar 

satu bulan pembangunan tersendat karena hal tersebut, dan pemerintah 

desa bapak ulu-ulu dan rekan silatuahmi ke rumah mereka terus 

sampaikan bahwa pentingnya pembangunan jalan, akhirnya ketika di 

rembuk bersama-sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat 

berserta masyarkat saya luluh karena melihat banyaknya warga Jambean 

yang memohon untuk jalan tetap dibagun, kembali lagi melihat kondisi 

bahwa jalan yang akan dibagun harus melewati perkarangan rumah saya 

karena tidak ada alternatif lain untuk penghubung jalan lainnya. Setelah 

diproses, melalui notaris dan dibantu pemerintah desa, mapun masalah 

serupa penyelesaiannya melalu proses seperti ini” ( wawancara pada 

tanggal 13 Februari 2025).” 

 

 

  Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa 

berupaya melindungi dan melayani warga dalam menyelesaikan permasalah 

lahan yang terkana pembangunan infrastruktur jalan bahwasannya pada 

pembangunan jalan yang dilakukan terdapat sebagian perkarangan lahan 

warga yang masuk dalam patokan yang dimana berkaitan dengan adanya 

tanaman warga sebagai alasan untuk tidak memberikan lahan tersebut dan di 
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perkuat dengan sartifikat hak milik (SHM), kemudia melihat dari kondisi 

jalan yang  dibagun sudah mentok dan harus melewati lahan tersebut. 

Dengan adanya tindakan pemerintah desa melalu kunjungan langsung ke 

rumah warga yang bersangkutan untuk melakukan komunikasi kemudian di 

musyawarakan dalam forum masyarakat, pada akhirnya warga sepakat 

pembangunan jalan dilanjutkan dan pemerintah desa juga telah membantu 

warga dalam proses pembuatan surat kerelaan lahan yang absah melalui 

notaris. 

Adanya pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di Kalurahan 

Triwidadi merupakan pembangunan yang berfokus pada jalan Padukuhan, 

yang dimana sudah di tentukan pemerintah desa dalam perencanaan melalui 

musrembang. Namun ada Padukuhan yang belum mendapatkan 

pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap 

Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan, 

maka dilakukan wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu, berikut hasil 

wawancara : 

“Pembangunan infrastrktur jalan yang belum di bagun di beberapa 

padukuhan, karena adanya skala proritas penggunaan dana desa dan 

harus dibagi semua setiap bidang seperti kesehatan dll, padukuhan 

yang tidak dapat pembangunan sekarang nanti dapatnya di tahun 

depannya.” (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa permasalahan 

pambangunan insfraktruktu jalan yang belum merata dilakukan di semua 

padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan 
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diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak berat ataupun ada 

pembukaan jalan baru di padukuhan kemudian dianggarkan dari dana desa. 

Dana desa juga di bagi lagi untuk bidang-bidang lain, seperti kesehatan dll. 

Selanjutnya untuk padukuhan yang belum mendapatkan jatah pembangunan 

jalan akan dianggarkan untuk dilakukan pembangunan pada tahun 

selanjutnya. 

Hal berbeda dikatakan oleh Abdul Azis selaku masyarakat Triwidadi, 

berikut hasil wawancara :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemerintah desanya yang punya hubungan dengan padukuhan tersebut, baik 

dari dana aspirasi PBK Kabupaten dan BKK Dais Dusun Jogonandan tidak 

perna mendapatkan pembangunan jalan tetapi tidak dipersalahkan karena 

bukan rana kami” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2025). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adanya tindakan 

pemerintah desa yang kurang optimal melayani dan melindungi dalam 

memelihara atau memperbaiki jalan yang sudah tidak layak, yang seharusnya 

pembangunan jalan ini dilakukan untuk keselamatan dan kenyamanan warga. 

“Dusun Jogonandan tidak perna dapat 

pembagunan infrastrukutur jalan sampai 

saat ini padalah sering kami sampaikan 

dalam musrembang, pembagunan jalan 

mandiri di lakukan dari iuran warga untuk 

beli matrial, anggaran dana desa ada tapi 

bukan untuk bidang jalan di Jogonandan 

melainkan untuk bidang kesehatan yaitu 

posyandu seperti penambahan timbangan 

balita dan komputer, kalau komputer di 

posyandu tidak terlalu dibutuhkan 

sementara jalan kebutuhan umum seluruh 

warga bisa mengaksesnya untuk 

kepentingan bersama tapi Kalurahan tidak 

memberikan padahal jalan sudah tidak 

layak, kasihnya sama yang dekat dengan Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 6 

 Jalan Padukuhan Jogonandan  
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Padukuhan Jogonandan yang tidak mendapatkan pembangunan infrastruktur 

jalan memilih untuk membagun jalan secara mandiri karena sudah 

disampaikan dalam musrembang tetap tidak mendapatkan pembangunan 

jalan dari Kalurahan, sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat 

dan merasa hanya Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan 

infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan 

pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa hanya memperhatikan sarana 

prasarana untuk bidang kesehatan dalam Padukuhan Jogonandan yang 

sebenarnya menurut masyarakat yang sangat menjadi kebutuhan utama 

adalah di pembangunan infrastruktur jalan. Berbeda dengan dana dari PBK 

Kabupaten dan BKK Dais untuk pembangunan jalan yang tidak kebagian di 

Padukuhan Jogonandan masyarakat merasa tidak masalah karena bukan 

dalam jangkaun terdekat mereka dan kabupaten maupun provinsi membawa 

satu daerah dan pembangunan jalan berdasarkan sekla proritas. 

Hal senada disampaikan oleh Anom selaku masyarakat kalurahan 

triwidadi, berikut hasil wawancara : 

“Tidak semua padukuhan dapat pembangunan infrastruktur jalan 

sekarang masih ada tiga padukuhan yang belum mendapatkan 

pembangunan jalan yaitu Jogonandan, Trucuk, dan Sebarang Kidul yang 

seharusnya diperhatikan oleh Kalurahan dan masyarakat sudah 

sampaikan berulang kali untuk kebutuhan dibidang jalan, isitilah 

kasarnya iri karena taunya Padukuhan Jambean jalannya dibagun 

sementara padukuhan Jogonandan jalannya tidak dibagun baik 

Padukuhan Sebrang Kidul dan Trucuk pembangunan jalannya lama tapi 

padukuhan lain cepat” (wawancara pada tanggal 13 Februari 2025). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa 

Triwidadi belum merata melayani dalam menaggapi permintaan masyarakat 
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terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan masyarakat 

menilai adanya perbedaan tindakan dari pemerintah desa antara Padukuhan 

bahwasannya terdapat tiga Padukuhan yang belum mendapatkan 

pembangunan infrasturktur jalan seperti Padukuhan Jagonandan yang 

bahkan sama sekali tidak pernah mendapatkan pembangunan jalan dari 

pemerintah desa baik Padukuhan Trucuk dan Sebrang Kidul warga menilai 

proses pembangunan jalannya lamban atau lama terlaksana dalam 

padukuhan tersebut sedangkan Padukuhan lainnya pembangunan jalan 

terlaksana cepat. 

Dari hasil wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu, Abdul Azis 

selaku masyarakat, Anom selaku masyarakat dapat peneliti pahami bahwa 

permasalahan pambangunan insfraktruktu jalan yang belum merata 

dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas 

pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak berat. 

sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya 

Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan 

secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. 

Selain itu pemerintah desa hanya memperhatikan sarana prasarana untuk 

bidang kesehatan dalam Padukuhan Jogonandan yang sebenarnya menurut 

masyarakat yang sangat menjadi kebutuhan utama adalah di pembangunan 

infrastruktur jalan 

Dari peryataan hasil wawancara dengan berbagai informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tindakan pemerintah desa dalam pembanguann 
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infrastruktur jalan dana untuk pembangunan insfrastruktur jalan di 

Kalurahan Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar 

Rp. 316.394.000 juta, PBK kabupaten sebesar Rp 980.000.900, dan provinsi  

BKK Dais sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembanggunan 

infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendaaan 

diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan 

dana dari luar pemerintah melibatkan warga untuk menambah anggaran dari 

dana desa khususnya untuk bidang pembangunan jalan dan melalui reses 

dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat 

menyampaikan kebutuhan untuk dibagun jalan. Penggunaan anggaran untuk 

pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari 

Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana Pendapatan Bantuan Kabupaten 

(PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana Bantuan Kuangan khusus Daerah 

Istimewa Yogyakarta (BKK Dais)  175.000.000, dari dana yang ada tidak di 

berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melaikan sudah 

dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan dalam 

pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam 

bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Pemerintah desa berupaya 

melindungi dan melayani warga dalam menyelesaikan permasalah lahan 

yang terkana pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan 

komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, pada 

akhirnya warga sepakat pembangunan jalan dilanjutkan dan pemerintah desa 

juga telah membantu warga dalam proses pembuatan surat kerelaan lahan 
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yang absah melalui notaris. permasalahan pambangunan insfraktruktu jalan 

yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena 

adanya skala prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang 

jalanya rusak berat. sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat 

dan merasa hanya Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan 

infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan 

pemerintah desa. Dari peryataan diatas berkaitan dengan Padukuhan yang 

tidak mendapatkan pembangunan jalan yang sebenarnya menjadi kebutuhan 

utama karena jalan sudah tidak layak dan perlu dibagun atau diperbaiki demi 

keselamatan dan keyamanan warga, juga adanya ketidak adilan antara 

Padukuahan bahwa adanya 3 Padukuhan yang belum mendapatkan 

pembangunan infrastruktur jalan dari 22 padukahan yang ada di Kalurahan 

Triwidadi, bahwasannya adanya tindakan pemerintah desa yang kurang 

optimal. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa tindakan 

pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi pemerintah desa sudah berupaya dalam dalam melayani dan 

melindungi masyarakat, tetapi masih ada deskriminasi dari pemerintah desa 

bawah terhadap padukkuhan-padukuhan tertentu dalam pembangunan 

infrastruktur jalan.  

C. Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan  

Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sumber daya tanpa 

sumber daya suatu pembangunan jalan tidak dapat dilakukan, sumber daya 
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yang dimaksud seperti sumber daya manusia, material dan alat, kedua 

sumber daya ini merupakan faktor penting dalam pembangunan infrastruktur 

jalan dengan adanya sumber daya tersebut maka pembangunan infrastruktur 

jalan dapat terlaksana.  

1. Sumber daya manusia 

Untuk mengetahui SDM berupa keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan insfrastruktur jalan maka dilakukan wawancara dengan Abdul 

Rohman selaku Ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat 

Kalurahan). Berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam 

pembangunan jalan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, gotong 

royong sendiri sudah menjadi tradisi masyarakat Triwidadi. Namun untuk 

pengerjaan oleh masyarakat tergantung terhadap kebijakan setiap Padukuhan 

masing-masing. Untuk gotong royong sendiri jika ada masyarakat yang tidak 

“Pembangunan jalan dikerjakan dengan 

gotong royong masyarakat, gotong royong 

sudah menjadi asas budaya masyarakat 

Triwidadi dan tergantung kebijakan 

padukuhan masing-masing, seperti ketika 

ada masyarakat yang tidak ikut membantu 

mengerjakan pembagunan jalan karena 

kesibukkan pribadi akan digantikan dengan 

menyediakan komsumsi untuk para pekerja 

atau didenda dalam bentuk uang dan 

kegunaannya untuk kebutuhan komsumsi, 

jadi kalau tidak ikut gotong royong akan 

mendapatkan sanksi sosial (wawancara 

pada tanggal 5 Februari 2025). 

 

Sumber : triwidadi.bantulkab.go.id, 

2025  

Gambar 3. 7  

Gotong Royong Masyarakat 

Dalam Pembangunan Jalan 
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ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan karena ada kesibukan maka 

digantikan dengan menyediakan komsumsi bagi para masyarakat yang 

mengerjakan pembangunan jalan, jika hal tersebut tidak dilakukan akan 

menimbulkan sanksi sosial.  

Gotong royong masyarakat Triwidadi dalam pembangunan 

infrastruktur jalan sebagai bentuk tenagan kerja. Masyarakat Kalurahan 

Triwidadi sendiri telah menanam dan menerapkan gotong royong sebagai 

dasar budaya yang identik dengan masyarakat Triwidadi, dalam kondisi 

apapun setiap masyarakat dituntut harus berpartisipasi apa lagi untuk 

kepentingan bersama. Selain itu juga mencerminkan nilai moral yang tinggi 

dan positif seperti kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong 

dan kepedulian.  

Hal ini senada disampaikan oleh Endung Dasuki selaku tim pelaksana 

Pembangunan Infrastrukutr Jalan, berikut hasil wawancara : 

“Pembangunan jalan masih gotong royong murni dari dulu sampai 

sekarang, partisipasi masyarakt masih tinggi karena masyarakat sangat 

antusia ketika pembangunan jalan dilakukan di dalam Padukuhan 

mereka melalui anggaran yang sudah tersedia, masyarakat tinggal 

mengerjakan sesuai perencanaan dan arahan dari tim pelaksana 

pembangunan” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025). 

 

Dari peryataan diatas dapat dipahami bahwa pembangunan jalan di 

Kalurahan Triwidadi masih dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat 

dari dulu samapai dengan sekarang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi 

dalam pembangunan insfrastruktur jalan di padukuhan, karena anggaran 
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sudah disediakan oleh pemerintah, masyarakat tinggal mengerjakan, sesuai 

dengan perencanaan dan pentunjuk dari tim pelaksana pembangunan. 

Hal senada disampaikan oleh Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi. 

Berikut hasil wawancara :  

“Untuk pembangunan jalan dikerjakan oleh masyarakat di setiap 

padukuhan yang mendapatkan jatah Pembangunan jalan melalui 

gotong royong, walaupun dilakukan dengan gotong royong tetap 

dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

desa dan tim Pembangunan insfrastruktur jalan, sehingga kualitas jalan 

tetap terjaga”(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, pembangunan 

jalan dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong di setiap padukuhan 

yang mendapatkan jatah pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong 

royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim 

pembangunan jalan dan pemerintah desa supaya waktu pengerjaan dan 

kualitas jalan tetap terjaga.  

Dari hasil wawancara dan dengan Abdul Rohman selaku ketua LPMK, 

Endung Dasuki selaku tim pelaksana pembangunan infrastruktur jalan, 

Slamet Riyanto selaku lurah Triwidadi dapat disimpulkan bahwa  masyarakat 

ikut terlibat dalam pembangunan insfrastruktur jalan dengan melaksanakan 

gotong royong dalam pembangunan jalan. Masyarakat Kalurahan Triwidadi 

sendiri telah menanam dan menerapkan gotong royong sebagai dasar budaya 

yang identik dengan masyarakat. Pembangunan jalan dikerjakan oleh 

masyarakat secara gotong royong di setiap padukuhan yang mendapatkan 

jatah pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap 
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berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim pembangunan 

jalan dan pemerintah desa. Pendapat peneliti pelaksanaan pengerjaan jalan 

yang melibatkan masyarakat melalui gotong royong merupakan salah satau 

peran pemerintah desa untuk mengatur penggunaan anggaran yang ada untuk 

kepentingan pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga ekonomi didesa 

dapat berputar di wilayah desa tersebut. 

2. Sumber Daya Material Dan Alat 

Kemudian dalam pembangunan infrastrukutur jalan membutuhkan 

sumber daya matrial serta alat yang digunakan dalam pengerjaan jalan. 

Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan Mulyadi selaku ulu-ulu 

(kasih pembangunan dan kemakmuran), berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk sumber 

daya material dan alat yang digunakan dalam pengerjaan jalan yang 

“Untuk material sudah di 

belanjakan oleh pemerintah desa 

kemudian untuk alat masyarakat 

yang menyediakan, dana pengadaan 

alat bersumber dari HOK upah kerja 

yang diterima masyarakat, karena 

mereka yang mengerjakan 

Pembangunan jalan. selain itu juga 

jika tidak ada alat yang dimiliki oleh 

masyarakat dalam menunjang 

Pembangunan jalan maka 

masyarakat berinisiatf untuk 

menyewa alat, contohnya seperti 

excavator yang digunakan untuk 

pengerjaan jalan di daerah 

perbukitan” (Wawancara pada 

tanggal 5 Februari 2025) 

 

Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 8 

 Alat Dalam Pembangunan Jalan 
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digunakan, khusus untuk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah 

desa, kemudian untuk alat masyarakat sendiri yang menyediakan 

dengan menggunakan dana HOK upah kerja yang didapat masyarakat 

sebagai pelaksana pembangunan jalan. Selain itu apabila jika tidak ada 

alat yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat berinisiatif untuk 

menyewa alat tersebut, seperti excavator yang disewa untuk 

pembangunan jalan di daerah perbukitan. 

Hal Senada disampaikan oleh Sarwedi selaku kasih perencanaan, 

berikut hasil wawancara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah 

desa sendiri yang membelanjakan material yang diperlukan dalam 

pembangunan jalan, mulai dari semen, sampai dengan batu sprit. 

“Material sendiri pemerintah 

desa yang membelanjakan 

mulai dari semen sampai, batu 

split untuk mencukupi 

Pembangunan jalan yang sudah 

direncanakan dan ditetapkan 

melaui musrembag desa, 

namun untuk alat disediakan 

oleh masyarakat yang 

berwenang dalam pengerjaan 

jalan dengan gotong royog, 

pemerintah desa juga 

menyediakan fasilitas alat yang 

dimiliki untuk membangun 

jalan. Jika pemerintah desa dan 

masyarakat tidak memiliki alat 

yang dibutuhkan maka 

masyarakat menyewanya, 

seperti molen cor (wawancara 

pada tanggal 7 Februari 2025). 

Sumber : Data Peneliti, 2025 

Gambar 3. 9  

Material Dalam Pembangunan 

Jalan 
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Namun untuk alat sendiri masyarakat yang menyediakan baik itu milik 

pribadi masyarakat ataupun membelinya sesuai dengan kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran, selain itu masyarakat juga melakukan sewa alat 

seperti molen cor. Walaupun alat dalam pembangunan jalan seharusnya 

masyarakat yang menyediakan, tetapi pemerintah desa juga ikut andil 

dalam memberikan fasilitas alat yang dimiliki oleh pemerintah desa 

untuk digunakan oleh masyarakat. 

Hal senada disampaikan Bapak Sarjun selaku masyarakt, berikut 

hasil wawancara :  

"Pembangunan infrstruktur jalan di Kalurahan Triwidadi berbentuk 

corblok full yang menggunakan matrial atau bahan seperti semen, pasir, 

dan batu split kemudian untuk alat yang di gunakan itu bego atau 

excavator biasannya disewa oleh masyarakat untuk membuka jalan 

secara khusus jalan yang akan di bagun didaerah perbuktin yang sulit 

dikerjakan gotong rotong karena akan memakan waktu lama, molen cor 

untuk mengaduk semen secara efesien ini juga disewa masyarakat, yang 

dari swadaya masyarakat langsung seperti gerobak angkong nanti ini 

untuk mengangkut perpindahan matrial, ada ember untuk wadah semen 

atau hasil cor yang akan di aplikasikan ke pembentukan jalan, ada sekop 

dan reskam untuk meratakan corblok dan yang terakhir talang dari seng 

ini di buat masyarakat sendiri digunakan untuk pembangunan jalan yang 

sulit didaerah perbukitan jadi nanti di cor diatas bukit nanti di turunkan 

melaluI talang yang mengalir perlahan ke jalan yang dibagun”. 

(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembangunan 

infrastrukur jalan yang di lakukan oleh pemerintah kalurahan Triwidadi 

berupa corblok full, untuk matrial yang di perlukan berupa semen, pasir, dan 

batu split dan selanjutnya alat yang diperlukan berupa excavator dan 

peralatan tukang. Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus 

untuk pegerjaan pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit 
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dikerjakan secara manual oleh masyarakat Sumber daya matrial dan alat 

dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah semen, pasir, dan batu split 

sebagai matrial yang digunakan dan bego (excavator), molen cor, gerobak 

angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng adalah sebagai alat yang 

dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dimana excavator 

digunakan untuk membuka jalan yang sulit seperti didaerah perbukitan yang 

disewa masyarakat kemudia molen cor sebagai pengaduk yang juga disewa 

dan talang dari seng untuk menurunkan hasil cor-an tersebut ke daerah 

turunan perbukitan.  

Hal senada disampaikan oleh Anom selaku masyarakat, berikut hasil 

wawancara : 

“Matrial yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dari 

anggaran dana yang ada, jadi itu sudah di belanjakan dan sudah dalam 

bentuk matrial fisik, kemudian untuk alat yang digunakan dalam 

pembangunan infrastruktur jalan berasal dari swadaya masyarakat, dan 

dana upah kerja HOK untuk dibelikan alat, selain itu beberapa alat ada 

juga yang disewa”. (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025). 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam 

pembangunan infrastrukutur jalan, matrial yang digunakan sudah 

dibelanjakan oleh pemerintah desa dalam bentuk matrial fisik, selanjutnya 

untuk alat yang digunakan dalam pembangunan jalan bersumber dari 

swadaya masyarakat melalui serta dana HOK upah kerja masyarakat untuk 

dibelikan alat. Selain itu juga masyarakat sebagai pelaksana pembangunan 

jalan juga menyewa alat berat seperti molen cor guna mempercepat peroses 

pengerjaan. 
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Hal senada disampaikan oleh Azis selaku masyarakat, berikut hasil 

wawancara : 

“Material dalam Pembangunan insfrastruktur jalan sudah disediakan 

oleh pemerintah desa namun untuk alat nya sendiri pemerintah desa 

menyerahkan kepada masyarakat selaku pelaksana dalam pengerjaan 

jalan, jika tidak ada alat yang dimiliki warga untuk keperluan 

pembangunan jalan maka, masyarakat menyewanya untuk 

mempercepat proses pengerjaan sesuai target yang ditrntukan”. 

(Wawancara pada tanggal 28  Februari 2025). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk material 

sudah disediakan oleh pemerintah desa seperti batu, pasir semen dan material 

lain, kemudian untuk alat pemerintah desa menyerahkan kepada masyarakat 

selaku pelaksana pembangunan jalan sesuai kesepakatan bersama antara 

pemerintah desa dan masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki alat 

yang dibutuhkan maka dilakukanlah penyewaan guna mempercepat proses 

pengerjaan jalan yang ada.   

Dari hasil wawancara dan dengan Mulyadi selaku ulu-ulu (kasi 

pembangunan dan kemakmuran), Sarwedi selaku kasi perancanaan, Sarjun 

selaku masyarakat, Anom selaku masyarakat, dan abdul Azis selaku 

masyarakat dapat disimpulkan bahwa matrial dan alat yang dibutuhkan 

dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus unruk material sudah 

dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. 

Selanjutnya alat yang diperlukan berupa, gerobak angkong, ember, sekop, 

reskam, dan talang seng adalah sebagai alat yang dibutuhkan untuk 

pembangunan infrastruktur jalan excavator dan peralatan tukang. Untuk 

excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pegerjaan 
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pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara 

manual. Menurut peneliti pemerintah desa sudah berusaha untuk mengatur 

dan mengurus ketersediaan material dalam pembangunan jalan yang 

dikerjakan oleh masyarakat namun untuk sumber daya alat pemerintah desa 

seharunya juga ikut andil dalam penyediaan alat tidak hanya material saja, 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menumukan bahwa untuk sumber 

daya dalam pembangunan insfrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) 

dan sumber daya material dan alat. Dalam hal sumber daya manusia (SDM), 

masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan insfrastruktur jalan dengan 

melaksanakan gotong royong, di setiap padukuhan yang mendapatkan jatah 

pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap 

berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim pembangunan 

jalan dan pemerintah desa. Selanjutnya material dan alat yang dibutuhkan 

dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk material sudah 

dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. 

Selanjutnya alat yang diperlukan berupa, gerobak angkong, ember, sekop, 

reskam, dan talang seng molen, excavator atau peralatan tukang adalah 

sebagai alat yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, Untuk 

excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pegerjaan 

pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara 

manual. Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat pemerintah sudah 

mengatur dan mengurus sumber daya dalam pembangunan infrastruktur 
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jalan demi untuk kemajuan insfrastruktur di desa terutama di padukuhan 

guna mepermudah mobilisasi warga dalam berkendara.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai strategi Strategi 

Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan 

Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa 

Yogyakarta  yang dilakukan dengan berbagai informan dapat peneliti 

simpulkan bahwa Pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan titik jalan 

yang dibagun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penetuan 

titik-titik lokasi pembangunan jalan yang urgen dibagun menjadi kebutuhan 

mendesak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan batasan 

waktu selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau sesuai jangka 

waktu target pelaksanaan dalam satu tahun yang sudah ditetapkan dalam 

pengerjaan jalan dari maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan 

februari untuk siklus perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan 

november dan desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan 

LPPKal (Laporan Penyelengaraan Pemerintah Kalurahan), kemudian untuk 

volume, tebal jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada 

lingkungan pengerjaan jalan lebar, panjang jalan yaitu lebar jalan yang 

dibagun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 

meter menyesuaikan dengan jalan yang di bagun dengan jenis jalan yang di 

bagun adalah corblok full. Jalan yang dibagun sebelumnya sudah disurvei 

terlebih dahulu untuk memastikan jalan masuk dalam patokan, namun 

ditemukan dalam penetapan lingkungan jalan yang dibagun adanya lahan 



 

89 
 

warga yang terkena dalam pembangunan bahwasannya ada yang setuju jalan 

tetap dibagun dan ada juga yang tidak setuju karena adanya tanaman di lahan 

tersebut. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya dalam penetapan 

lingkungan dan batasan waktu dalam pembangunan jalan pemerintah desa 

Triwidadi sudah mengatur linkungan yang akan dibangun jalan dengan 

batasan waktu dan volume yang sudah ditetapkan dalam musrenbang. 

Pemerintah desa Triwidadi juga melindungi warganya dengan melakukan 

musyawarah untuk mufakat seperti permasalahan penetapan lokasi 

pengerjaan jalan yang masuk dalam lahan warga. 

Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur jalan, 

pemerintah desa sudah berusaha mencari berbagai sumber pendanaan baik 

itu dari luar, maupun dana yang didapat dari pusat berupa dana desa. Berikut 

sumber dana dalam pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 

316.394.000 juta, PBK kabupaten dan provinsi sebesar Rp 980.000.900, 

BKK DAIS sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembanggunan 

infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendapatan 

diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan 

dana dari luar pemerintah melibatkan warga melalui reses dewan secara 

khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan 

kebutuhan untuk dibagun jalan. Kemudian untuk penggunaan anggaran dana 

yang ada tidak di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan 

melaikan sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan 
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dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan 

dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Berikutnya untuk 

permasalah lahan yang terkana pembangunan infrastruktur jalan dengan 

melakukan komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum 

masyarakat, permasalahan pambangunan insfraktruktu jalan yang belum 

merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala 

prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak 

berat. Sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa 

hanya Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur 

jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah 

desa. Dari peryataan diatas peneiti berpendapat bahwa pemerintah kalurahan 

Triwidadi sudah mengurus kebutuhan warganya berupa pembangunan jalan 

di padukuhan-padukuhan dengan mencari sumber pendanaan baik itu dari 

dana desa, atau bantuan PBK kabupaten/provinsi dan reses dari DPRD 

setempat. Namun pembangunan jalan belum dilakukan secara merata di 

semua padukuhan karena pemerintah desa mengutamakan pembangunan 

jalan berdasarkan sekala prioritas. Dalam hal ini peran pemerintah yang 

melayani warganya belum dilakukan secara optimal. 

Sumber daya dalam pembangunan insfrastruktur yaitu sumber daya 

manusia (SDM) dan sumber daya material dan alat. Untuk hal sumber daya 

manusia (SDM), masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan insfrastruktur 

jalan dengan melaksanakan gotong royong, walaupun dikerjakan secara 

gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan. 
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Selanjutnya sumber daya material dan alat yang dibutuhkan dalam 

pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk material sudah dibelanjakan 

oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. Selanjutnya alat 

yang diperlukan berupa gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang 

seng, excavator molen cor dan peralatan tukang. Untuk excavator sendiri 

disewa oleh masyarakat, khusus untuk pegerjaan pembangunan jalan di 

daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara manual. Dari peryataan 

diatas peneliti berpendapat bahwa untuk sumber daya dalam pembangunan 

insfrastruktur jalan, pemerintah kalurahan Triwidadi sudah mengatur 

bagaimana pembangunan tersebut dapat dikerjakan bersama masyarakat 

dalam rangka pemberdayaan guna menyerap tenaga kerja dari dalam 

kalurahan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun untuk melihat berjalan dengan baik atau tidak strategi 

pemerintah desa dalam Pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan 

Triwidadi dapat dilihat melalui : 

1. Penetapan Lingkungan, dan Batasan waktu Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan  

Pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan jalan yang dibagun 

melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penetuan lokasi jalan 

yang dibangun yaitu Padukuhan Jambean RT 3, Padukuhan Pajangan RT 1, 

Padukuhan Ngincep RT 6, Padukuhan Butuh Lor RT 2, Padukuhan Polaman 

RT 2, Padukuhan Butuh Kidul RT 1 dan 2, Padukuhan Nanggul RT 5, 

Padukuhan kalisoko RT 4, Padukuhan Gemping RT 2, dan Padukuhan 

Kayuhan Wetan, Padukuhan Jojoran Kulon RT 5, Padukuhan Jojoran Wetan 

RT 3, Padukuhan Pajangan RT 3, Padukuhan Naggul RT 3, Padukuhan 

Sabrang Lor RT 2, Padukuhan Kersan RT 4, Padukuhan Kaduresan RT 5, 

Padukuhan Plambongan RT 4, Padukuhan Guwo RT 2, Padukuhan Blabak 

RT 2, Padukuhan Ngincep RT 2, dan Padukuhan Kayuhan Kulon RT 4. 

Pembangunan jalan yang urgen dibagun menjadi kebutuhan mendesak 

dengan batasan waktu selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau 

sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu tahun, dari maret sampai 
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oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus perencanaan 

desa kemudia akhir tahun di bulan november dan desember digunakan 

untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan Penyelengaraan 

Pemerintah Kalurahan), kemudian untuk volume, tebal jalan 12 cm-15 cm 

sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan lebar, 

panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibagun 2,5 meter cm dengan panjang 

80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan 

yang di bagun dengan jenis jalan yang di bagun adalah corblok full. Jalan 

yang dibagun sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikan 

jalan masuk dalam patokan, namun ditemukan dalam penetapan lingkungan 

jalan yang dibagun adanya lahan warga yang terkena dalam pembangunan 

bahwasannya ada yang setuju jalan tetap dibagun dan ada juga yang tidak 

setuju karena adanya tanaman di lahan tersebut.  

2. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan  

Pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber 

dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, PBK 

kabupaten dan provinsi sebesar Rp 980.000.900, BKK DAIS sebesar Rp 

175.000.000 total anggaran dalam pembanggunan infrastruktur jalan di 

Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendaaan diatas berjumlah Rp 

1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan dana dari luar 

pemerintah melibatkan warga melalui reses dewan secara khusus yang 

memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk 

dibagun jalan. Kemudian untuk penggunaan anggaran dana yang ada tidak 
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di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melaikan 

sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan dalam 

pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam 

bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Berikutnya untuk permasalah 

lahan yang terkana pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan 

komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, 

permasalahan pambangunan insfraktruktu jalan yang belum merata 

dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas 

pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak berat. 

sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya 

Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan 

secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. 

3. Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Sumber daya dalam pembangunan insfrastruktur yaitu sumber daya 

manusia (SDM) dan sumber daya material dan alat. Dalam hal sumber daya 

manusia (SDM), masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan 

insfrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong, walaupun 

dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya sumber daya matrial dan alat yang 

dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus unruk material 

sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu 

split. Selanjutnya alat yang diperlukan berupa , gerobak angkong, ember, 

sekop, reskam, dan talang seng, excavator, molen cor dan peralatan tukang. 
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Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pegerjaan 

pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara 

manual.  

Dari penelitian ini menghasilkan temuan berupa fakta yang 

direfleksikan menggunakan teori geoff Mulgan dan salusu tentang strategi 

pemerintah dengan menggunaklan 3 (tiga) indikator : penetapan 

lingkungan, dan batasan waktu, tindakan pemerintah, sumber daya, yang 

memuat aspek mengatur, mengurus, melindungi dan melayani. Temuan 

hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa Yogyakarta, sudah 

dilakukan  walaupun pembanguanan jalan belum merata dilakukan di semua 

padukuhan, kemudian ada permasalahan lahan yang terdampak 

pembangunan jalan  dan anggaran yang terbatas tetapi pemerintah desa 

berusaha mengatur, mengurus, melayani dan melindungi masyarakatnya 

agar pembangunan insfrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik dan 

berdampak terhadap kemajuan Kalurahan Triwidadi dengan melibatkan 

peran serta masyarakat.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dibahasa dalam analisis pada bab di atas 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Desa Triwidadi perlu lebih cermat lagi untuk menetapkan 

lingkungan atau lokasi jalan yang dibagun dan melihat kebutuhan 
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masyarakat Triwidadi di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan tidak 

memberikan kebutuhan infrastruktur lainnya yang belum urgensi, 

Pemerintah Desa juga harus berlaku adil dalam pembangunan infrastruktur 

jalan pada setiap padukuhan dan tidak berpihak pada beberapa padukuhan 

saja untuk di bagun jalan baik dalam hal mancari sumber dana, pemerintah 

desa harus pandai baik kebutuhan pokok dalam pembangunan infrstruktur 

jalan seperti alat berat di masukan dalam perencanaan dan anggaran agar 

masyarakat tidak lagi yang swadayakan sehingga HOK upah tenaga kerja 

sesuai dengan kegunaannya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya bisa lebih dalam lagi meneliti Pembangunan 

Infrastrukutr Jalan Di Kalurahan Triwidadi terutama pembangunan jalan-

jalan dalam semua padukuhan di Kalurahan Triwidadi untuk melihat dan 

mengambarakan seperti apa perbuatan Pemerintah Desa. 
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LAMPIRAN 

1. PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Informan 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Daftar Pertanyaan 

A. Penetapan Lingkungan, dan Batasan Waktu Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan  

1. Bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, lokasi titik 

dimana saja yang dibagun Jalan? 

2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembangunan 

infrastruktur jalan? 

3. Berapa lebar, panjang dan tebal volume jalan serta jenis jalan yang 

dibangun? 

4. Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan yang masuk diwilayah 

lingkungan warga? 

B. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 

1. Bersumber dari mana saja anggaran yang ada untuk pembangunan 

infrastruktur jalan? 
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2. Bagaimana tindakan Pemerintah Desa mendapatkan dana bantuan 

dari luar untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan? 

3. Bagaimana penggunaan anggaran yang ada untuk Pembangunan 

Infrastruktur Jalan? 

4. Bagaimana tindakan Pemerintah Desa untuk penyelesaian masalah 

Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mengenai perakarangan warga 

atau lahan milik warga?  

5. Bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap Padukuhan yang 

belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan? 

 

C. Sumber Dalam Daya Pembangunan Infrastruktur Jalan  

1. Bagaimana penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur Jalan, apakah 

dikerjakan dengan gotong rotong? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur 

Jalan? 

3. Apa saja matrial dan alat yang dibutuhkan dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan?  

4. Bagaimana penggunaan alat berat, apakah digunakan untuk 

Pembangunan Infrastruktur Jalan yang sulit diakses?  
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2. DAFTAR OBSERVASI 

No Uraian 

Pengamatan 

Ada Tidak Keterangan 

1. Kantor 

Kalurahan 

√  Kondisi kantor Kalurahan bagus, 

yang berada di Kalurahan 

Triwidadi, Kapanewon 

Pajangan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Struktur 

Organisasi 

Desa 

√  Ada 

3. RPJMKal √  Ada 

4. APBKal √  Peraturan Desa Triwidadi 

Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa 

5. Website 

Kalurahan 

√  https://triwidadi.bantulkab.go.id  
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3.  BUKTI DOKUMENTASI DAN WAWANCARA INFORMAN 

 
Wawancara Dengan Bapak Abdul Rohman  

Ketua LPMK Kalurahan Triwidadi 

 

 
Wawancara Dengan Bapak Mulyadi  

Kasi Ulu-ulu Kalurahan Triwidadi 
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Wawancara Dengan Bapak Slamet Riyanto 

 Lurah Kalurahan Triwidadi 

 

 
Wawancara Dengan Bapak Endung Dasuki 

Tim Teknis Pelaksana Pembangunan Jalan 
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Wawancara Dengan Bapak Irwan Staff Kalurahan Triwidadi 

Selaku Bidang Teknis Pelaksana Pembangunan 

 

 

 
Wawancara Dengan Bapak Sarwedi Pangripta  

Kalurahan Triwidadi 
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Wawancara Dengan Ibu Anita Carik Kalurahan Triwidadi 

 

 
Wawancara Dengan Bapak Anom Masyarakat  

Kalurahan Triwidadi 
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Wawancara Dengan Bapak Sarjun Masyarakat 

Kalurahan Triwidadi 

 

 
Wawancara Dengan Ibu Winarni Masyarakat  

Kalurahan Triwidadi 
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Wawancara Dengan Bapak Abdul Azis Masyarakat 

Kalurahan Triwidadi 

 

 
Dokumentasi Proses Pembangunan Infrastruktur Jalan 

 Kalurahan Triwidadi 
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